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KATA PENGANTAR

Penyelidikan mengenai landskap keuangan berangkat dari pengamatan dinamika dari sumber-sumber
pendanaan yang dialirkan kepada industri kehutanan. Pendanaan suatu industri dapat berasal dari beberapa
sumber yaitu: modal sendiri, investasi langsung dari pemilik modal tambahan dari dalam negeri dan/atau luar
negeri, pinjaman perbankan dalam negri, pinjaman perbankan dari luar negeri, kredit sindikasi dari beberapa
lembaga keuangan, dana yang dikumpulkan dari pasar modal baik melalui penjualan saham maupun
instrumen-instrumen pasar modal, serta dana yang dikumpulkan dari transaksi surat-surat berharga pasar
uang. Masing-masing aliran pendanaan tersebut mempunyai karakteristik dan berada dalam tata kelola
masing-masing.

Dalam melakukan perbaikan penyaluran modal kepada sektor kehutanan, salah satu isu mendasar yang harus
dipertimbangkan ialah kenyataan rendahnya penyaluran modal kepada industri kehutanan. Berdasarkan
Statistik Bank Indonesia diungkapkan bahwa sektor kehutanan, pertanian, perikanan dan peternakan secara
bersama-sama kontribusi penyaluran kredit tidak pernah mencapai 7% dari total kredit yang disalurkan di
Indonesia. Sementara dalam hal perpajakan, sampai sekarang Indonesia masih dihantui oleh kenyataan bahwa
pengumpulan pajak masih harus ditingkatkan secara serius. Namun demikian, pada kenyataannya kesenjangan
perpajakan terjadi dalam skala yang cukup substansial sehingga menghalangi pembentukan modal nasional.

Sejauh ini, belum pernah ada penelitian mendalam mengenai berbagai pendekatan dalam meningkatkan tata
kelola pendanaan sektor kehutanan dengan memperhatikan landskap keuangan dari pendanaan sektor
kehutanan itu sendiri. Penting adanya mengupayakan tersedianya suatu analisis yang komprehensif terhadap
tata kelola pendanaan sektor kehutanan bukan hanya berdasarkan penelahaan terhadap berbagai kerangka
regulasi yang ada tapi juga posisi berbagai lembaga dan aktor yang terlibat beserta interaksi antara mereka.
Informasi mengenai financial landscape diperoleh dari bagian penelitian sebelumnya di atas. Sementara untuk
kesenjangan perpajakan dan potensinya, selama ini pendekatannya lebih mengacu pada aspek hukum yang
sudah ada. Peningkatan tata kelola bisa dilakukan juga dengan mengetahui berbagai alternatif pendekatan
lainnya misalnya yang berbasis bisnis dengan pengawasan publik secara transparan.

Kebutuhan untuk pengelolaan kehutanan dan perkebunan yang lebih ramah lingkungan dapat dilakukan
dengan mengarahkan para aktor pendanaan untuk lebih memilih melakukan investasi pada usaha-usaha
kehutanan vyang dikembangkan berdasarkan upaya-upaya peningkatan pengelolaan hutan secara
berkelanjutan. Di sisi lain, pengamatan yang seksama akan kesenjangan perpajakan dan potensinya
memungkinkan penggambaran akan relevansi, efektivitas dan efisiensi rezim perpajakan yang berlaku. Adanya
pemahaman yang komprehensif terhadap dua aspek ini dapat secara pasti memberikan kontribusi bagi
pemulihan sektor kehutanan.

Jakarta, Desember 2014

Team Penulis
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|. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang dituding bertanggung jawab terhadap kerusakan
lingkungan yang merajalela karena ketidakpedulian para pelakunya dalam memfasilitasi transaksi dan
menyalurkan modal kepada para pelaku usaha pemanfaat sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab.
Sementara para pelaku sektor keuangan umumnya berargumen bahwa apa yang mereka lakukan sudah
optimum dalam mencegah penyalahgunaan peran dan dana yang disalurkan dengan mengacu pada hukum
yang berlaku. Memang, para pelaku sektor keuangan dikenal dengan sikapnya yang konservatif dalam
mengambil tindakan. Di samping memperhitungkan untung-rugi dari suatu tindakan, profesional bidang
keuangan biasanya sangat hati-hati untuk tidak menyalahi hukum atau peraturan yang berlaku.

Salah satu bidang yang dikembangkan untuk memperbaiki kondisi ini ialah keuangan lingkungan
(environmental finance). Keuangan lingkungan memfokuskan diri pada analis yang meningkatkan kontribusi
dari berbagai aktivitas sektor keuangan untuk kemaslahatan bersama, yaitu dalam kesadaran penuh sebagai
kesatuan integral dengan lingkungan sekitar (Kohn,2012). Keuangan lingkungan menganalisis berbagai dampak
lingkungan yang timbul dari pengambilan keputusan keuangan, yang sebenarnya terjadi dalam tiga langkah
(White,1996). Langkah pertama ialah mengidentifikasi sumber risiko dan/atau peluang untuk menciptakan
nilai. Langkah ini memerlukan pengertian yang baik mengenai keterkaitan antara ekologi dan ekonomi,
misalnya melalui audit lingkungan, analisis ecobalance dan prakiraan teknologi. Langkah kedua yaitu dengan
melakukan analisis atas berbagai alternatif untuk meningkatkan nilai atau menurunkan risiko. Hal ini dilakukan
dengan melakukanpenilaian dengan berbagai tekniknya, analisis biaya-manfaat dan full-cost accounting untuk
menerjemahkan semua kerugian dari berbagai alokasi sumber daya yang berbeda dalam jumlah ekuivalen
uangnya. Langkah ketiga yaitu pengambilan keputusan, manfaat dan ketidakpastian.

Seperti dibahas di atas, bidang keuangan lingkungan lebih memfokuskan diri pada analisis dan pengembangan
perangkat praktis, sementara di berbagai negara dibutuhkan terobosan mengenai hal-hal yang terkait dengan
tata kelola, perumusannya, monitoring dan evaluasi pelaksanaannya, dan penegakan hukumnya. Pentingnya
membahas tata kelola dirasakan makin relevan pada negara-negara berkembang yang ekonominya masih
mengalami proses transformasi dengan kebutuhan akan peran negara yang berkembang dan inovatif.
Bedasarkan pemahaman ini, berbagai pihak mengarahkan upayanya untuk meningkatkan tata kelola. Tata
kelola sendiri dapat dibedakan berdasarkan basis penerapan dan penegakannya sebagai berikut:

1. Tata Kelola Mandatory

Tata kelola mempunyai fondasi pada tataran hukum perundangan yang kemudian diadopsi menjadi
regulasi sektoral oleh lembaga tinggi negara yang bersangkutan. Baik hukum perundangan maupun
regulasi sektoral sifatnya ialah mandatory yang kewajiban pelaksanaannya diikat dengan sanksi
hukum. Selanjutnya, regulasi sektoral ini akan diadopsi oleh para pelaku usaha melalui regulasi
internal sebagai panduan dari pelaksanaan.

2. Tata Kelola BerdasarkanProject-Law

Di samping tata kelola yang meletakkan dasarnya pada hukum perundangan, ada juga tata kelola dari
pihak ekternal yang mempunyai kekuatan mengikat untuk mempengaruhi arah pengambilan
kebijakan pada suatu aktivitas. Tata kelola ini biasa dijumpai pada paket program atau proyek di mana
lembaga pendanaan atau lembaga yang memimpin inisiatif multi-pihak (biasanya di dalamnya juga
ada beberapa lembaga pendana program atau proyek) mempunyai kekuatan mengikat untuk
meminta para pelaksana program atau proyek melaksanakan hal-hal yang diinginkan. Persyaratan
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yang disebut conditionality ini dapat membawa pada konsekuensi tidak dilanjutkannya suatu program
atau proyek bilamana tidak dilaksanakan. Oleh karena itu tata kelola semacam ini disebut dengan
project law.Para pelaksanan program atau proyek dapat mengembangkan tata kelola yang sifatnya
internal dalam rangka melaksanakan project law dalam upaya mereka mengakses sumber daya yang
tersedia dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

3. Tata Kelola Voluntary

Belakangan juga dikembangkan tata kelola yang berdasarkan kesukarelaan (voluntary). Tata kelola ini
mengacu pada prinsip-prinsip dan kriteria-kriteria yang dikembangkan dari diskusi multi pihak yang
melibatkan bukan hanya para pembuat kebijakan tapi juga para pelaku usaha dan lembaga non-
pemerintah. Ada kalanya tata kelola ini tidak menyertakan para pembuat kebijakan, sehingga
merupakan tata kelola sektor privat (private governance). Kekuatannya untuk mempengaruhi
pengambilan keputusan para pelaku usaha ialah pada persepsi negatif yang bisa ditimbulkan baik bagi
pasar maupun bagi lembaga pendanaan. Logikanya, ketika pasar maupun lembaga pendanaan
menjauhi pelaku usaha yang tidak mematuhi prinsip-prinsip dan kriteria-kriteria yang ditetapkan,
maka mereka lebih sulit berkompetisi di pasar ataupun memperoleh akses terhadap modal. Regulasi
internal di tingkat para pelaku usaha merupakan upaya dalam rangka menjamin daya saing baik di
pasar produk maupun modal. Adopsi dan pelaksanaan regulasi ini seringkali dipublikasikan secara
besar karena merupakan aksi public relation dalam rangka meyakinkan pasar produk dan pasar
modal.

Seringkali tata kelola yang sifatnya berbasis kesukarelaan ini dilaskanakan dalam kerjasama
internasional yang melibatkan lembaga tingkat dunia, organisasi non pemerintah tingkat
internasional, lembaga donor serta perusahaan multinasional di tingkat internasional dengan
organisasi non pemerintah tingkat nasional dan daerah serta perusahaan domestik di tingkat
nasional. Dengan karakternya seperti ini, seringkali inisiatif ini disebut dengan public private
partnership for global governance. Bahkan beberapa di antaranya seperti Roundtable mempunyai
kekuatan untuk menekan para konstituennya melaksanakan prinsip-prinsip dan kriteria-kriteria yang
dirumuskan bersama, dengan bantuan verifikasi dari pihak ketiga.

Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan mengenai tata kelola yang sifatnya mandatory dan voluntary.
Project law tidak akan banyak dibahas karena sifatnya yang efektif selama pelaksanaan proyek, namun
bilamana ada beberapa best practices dari project law yang relevan akan bisa diangkat.

Di samping itu penelitian ini juga dilakukan dengan kesadaran mengenai kondisi sektor kehutanan Indonesia
yang menghadapi tantangan berbagai konversi dari lahan kehutanan, terutama untuk penggunaan lahan bagi
sektor perkebunan dan sektor pertambangan. Adanya berbagai konversi ini di samping menggerogoti hutan di
Indonesia, juga menjadikan analisis sektor kehutanan tidak bisa dilepaskan dari sektor-sektor konversinya.
Sektor perkebunan masih ada beberapa kemiripan untuk bisa dianalisis secara bersama-sama dengan sektor
kehutanan. Tidak demikian halnya dengan sektor pertambangan, dengan karakter yang agak berbeda dari
usaha pertambangan dibandingkan dengan usaha kehutanan dan perkebunan, dalam lingkup penelitian kali ini
sektor ini belum bisa dibahas. Direncanakan pembahasan mengenai sektor pertambangan akan dilakukan pada
kesempatan penelitian berikutnya.

1.2 PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini hendak mengkungkapkan ‘landskap keuangan’ (financial landscape). Landskap keuangan
merupakan susunan, interaksi dan keluaran yang dihasilkan dari berbagai kekuatan yang membentuk secara
terus menerus sistem keuangan dalam interaksi dengan berbagai tanggapan dari institusi dan pasar (Bouman
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& Hospes,1994). Beragam strategi dikembangkan oleh berbagai aktor yang terlibat dalam terbentuknya dan
perubahan dari suatu landskap keuangan suatu sektor dari waktu ke waktu. Aktor-aktor tersebut berupaya
mempengaruhi kekuatan-kekuatan yang membentuk sistem keuangan dalam mandatnya sebagai otoritas
sektor keuangan maupun dalam upaya untuk mempertahankan eksistensi dan survival dalam pusaran
kekuatan-keuatan tersebut.

Dalam penelitian ini, analisis mengenai landskap keuangan dilaksanakan dengan berdasarkan beberapa
pemetaan yang dikembangkan oleh para anggota team penelitian:

1. Tahapan pertama, penelitian ini berangkat dari mencari gambaran global sumber-sumber pendanaan
sektor kehutanan dan perkebunan

2. Kemudian dari gambaran itu, pada tahapan kedua, analisis akan dilakukan terhadap sejarah
pendanaan kehutanan dan perkebunan di Indonesia. Analisis historis memungkinkan kita melihat
sampai di tingkat manakah perkembangan pendanaan kehutanan dan perkebunan di Indonesia bila
dibandingkan dengan gambaran besar dunia.

3. Selanjutnya analisis dilakukan terhadap berbagai inisiatif yang sudah dilakukan untuk
mengembangkan sektor kehutanan dan perkebunan ke arah keberlanjutan (sustainability).

4. Peta yang selanjutnya dianalisis ialah regulasi dan perbandinganya dengan praktek pendanaan sektor
kehutanan dan perkebunan.

5. Setelah pembahasan peta pendanaan ini, dianalisis peta mengenai regulasi perpajakan dan
kesenjangan perpajakan (tax gap) yang terjadi pada sektor kehutanan dan perkebunan.

6. Berikutnya, dilakukan pembahasan peta inisiatif-insiatif berbasis kesukarelaan (voluntary) yang sudah
dikembangkan oleh berbagai pihak yang relevan terhadap sektor kehutanan dan perkebunan.

7. Bagian berikutnya, dianalisis mengenai landskap keuangan yang diungkap dengan menarik benang
merah dari pembacaan keenam peta diatas (gambaran besar, kilasan sejarah, pendanaan, perpajakan,
inisiatif keberlanjutan dan inisiatif berbasis kesukarelaan)

8. Penelitian ini ditutup dengan rekomendasi yang dapat dikembangkan berdasarkan pemetaan dan
benang merah yang ditulis dari pembacaan peta.

Dengan demikian, ada 6 (enam) peta yang akan dianalisis dan kemudian benang merah dan rekomendasi akan
ditarik berdasarkan keenam peta tersebut.

1.3  PERTANYAAN PENELITIAN

Dalam melakukan perbaikan penyaluran modal kepada sektor kehutanan, salah satu isu mendasar yang harus
dipertimbangkan ialah kenyataan rendahnya penyaluran modal kepada industri kehutanan. Berdasarkan
Statistik Bank Indonesia diungkapkan bahwa sektor kehutanan, pertanian, perikanan dan peternakan secara
bersama-sama kontribusi penyaluran kredit tidak pernah mencapai 7% dari total kredit yang disalurkan di
Indonesia. Sementara dalam hal perpajakan, sampai sekarang Indonesia masih dihantui oleh kenyataan bahwa
pengumpulan pajak masih harus ditingkatkan secara serius, di mana kontribusi sektor kehutanan dan
perkebunan masih dalam banyak hal bisa ditingkatkan.

Ada tiga pertanyaan mendasar yang muncul mengenai informasi di atas yaitu:
1. Apa saja karakter dari landskap keuangan dari sektor kehutanan dan perkebunan di Indonesia?

2. Bagaimana para pelaku usaha di bidang kehutanan dan perkebunan menyikapi karakter-karakter
tersebut dalam prakteknya?

3. Berdasarkan karakter-karakter tersebut, apa saja yang dapat direkomendasikan meningkatkan
inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan keberlanjutan?
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1.4 METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus
deskriptif (Odell,2001). Studi kasus deskriptif bertujuan untuk mendokumentasikan suatu kejadian
berdasarkan beberapa studi deskriptif individual yang ditulis oleh para anggota team penelitian. Studi
deskriptif bertujuan untuk menstimulasi timbulnya ide-ide analisis baru dan bukti-bukti yang disajikan dapat
digunakan lebih lanjut dalam mengevaluasi teori-teori.

Keunikan yang ditampilkan dari keenam peta yang disajikan ialah berbagai peta ini dikembangkan dari disiplin
ilmu yang berbeda. Sebagai suatu riset interdisipliner, penelitian ini memahami bahwa tidak ada suatu disiplin
ilmu tertentu yang dominan dalam menerangkan suatu fenomena. Oleh karena itu diperlukan lensa
pengamatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan pendekatan berbagai disiplin ilmu dengan
menyadari bahwa masing-masing ilmu mempunyai klaim validitas sendiri-sendiri. Memang ada area yang
bersentuhan dari masing-masing peta, namun karena dikembangkan dari disiplin yang berbeda maka mereka
akan membawa klaim yang divergen terhadap legitimasi, kuasa politis dan otoritas ekonomi. Peta-peta ini
dapat dilihat digunakan sebagai alat analisis yaitu untuk memberikan visualisasi dari distribusi spasial dari
proses-proses yang relevan yaitu dalam penelitian ini ialah untuk studi landskap keuangan pada sektor
keuangan dan perkebunan. Landskap keuangan ini disusun dari berbagai konsepsi yang dikembangkan dari
masing-masing spatial logika disiplin dan praktek yang saling menuntut disiplin lain, menembus batas antar
disiplin dan bercampur dalam pemikiran-pemikiran para pelaku dan kemudian mempengaruhi tindakan-
tindakan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pelaku. Diskusi interdisipliner yang dilakukan
merupaakn proses yang sangat dinamis karena berbagai ruang disiplin yang tidak sikron dan tidak seimbang
bercampur dengan cara yang tidak stabil melahirkan praktek-praktek dan refleksi-refleksi ilmiahnya. Referensi
dalam melakukan kajian pembacaan peta ini ialah analogi dari studi pluralisme hukum yang menggunakan
pendekatan kartografi dan geografi dari hukum-hukum dan hak-hak yang ada seperti digunakan oleh beberapa
peneliti (von Benda-Beckmann, F., von Benda-Beckmann, K. & Griffiths, 2009; De Sousa Santos,1987).

Pemetaan yang dikembangkan berdasarkan informasi-informasi yang akan diolah dalam penelitian ini
berdasarkan dari:

1. Berbagai dokumen regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dalam meningkatkan tata kelola
pendanaan sektor kehutanan dan perkebunan

2. Berbagai dokumen inisiatif yang telah dikembangkan bersama oleh berbagai perusahaan dan lembaga
keuangan dan organisasi pembangunan dalam upaya meningkatkan tata kelola pendanaan sektor
kehutanan dan perkebunan

3. Dokumentasi akademis dari berbagai perkembangan landskap keuangan sektor kehutanan dan
perkebunan

4. Laporan keuangan dari 13 perusahaan yang sudah tercatat di pasar modal yang diambil berdasarkan
besarnya aset.

5. Studi kasus perpajakan dari perusahaan kehutanan dan perkebunan

6. Laporan-laporan lembaga internasional yang berkenaan dengan pendanaan sektor kehutanan dan
perkebunan serta tata kelolanya

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini ialah:
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1. Bagi kalangan pengambil kebijakan pemerintahan

Mengembangkan referensi untuk memahami dinamika sumber pendanaan dan perpajakan
dari perusahaan-perusahaan sektor kehutanan

Mengembangkan sarana refleksi untuk memahami pendekatan-pendekatan dan praktik tata
kelola sektor keuangan kehutanan dan perkebunan.

Sebagai masukan untuk meningkatkan strategi untuk berpartisipasi dalam tata kelola
keuangan sektor kehutanan dan perkebunan dengan memahami ruang-ruang yang masih
tersedia dari berbagai inisiatif peningkatan tata kelola dan praktek yang telah dilakukan.

2. Bagi kalangan pelaku dunia usaha baik di sektor keuangan dan perbankan, maupun para pelaku dunia

usaha lainnya

Mengembangkan referensi untuk memahami dinamika sumber pendanaan dan perpajakan
dari perusahaan-perusahaan sektor kehutanan dan perkebunan

Membuka peluang terjadinya peningkatan tata kelola yang sifatnya berasas kesukarelaan
(voluntary) untuk meningkatkan tata kelola sumber pendanaan dan perpajakan

3. Bagi kalangan masyarakat sipil

Memahami pola-pola pendanaan dan kesenjangan pajak sektor kehutanan dan perkebunan

Melakukan peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam memahami landskap keuangan dan
tata kelola keuangan dari sektor kehutanan dan perkebunan

Sebagai masukan untuk meningkatkan strategi untuk berpartisipasi dalam tata kelola
keuangan sektor kehutanan dan perkebunan dengan memahami ruang-ruang yang masih
tersedia dari berbagai inisiatif peningkatan tata kelola dan praktek yang telah dilakukan,
khususnya dalam meningkatkan advokasi dari masyarakat sipil terhadap peluang
peningkatan tata kelola keuangan kehutanandan perkebunan yang diterapkan saat ini.
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Il. PETAI

GAMBARAN BESAR LANDSKAP PENDANAAN

Oleh: E. Panca Pramudya

6.1. LATAR BELAKANG

Sektor kehutanan di Indonesia pada saat ini berada pada kondisi yang sangat parah. Output nasional drastis
menurun sementara produksi dapat dikatakan mandeg. Kondisi hutan juga banyak yang rusak, bahkan sudah
berupa lahan kritis. Akibatnya tidaklah mengherankan bilamana sektor ini dijauhi oleh lembaga keuangan.
Namun demikian kebutuhan akan kayu secara nasional terus meningkat. Turunnya output produksi kehutanan
diimbangi dengan kenaikan pertumbuhan hutan rakyat. Potensi pertumbuhan hutan rakyat namun demikian
merupakan ranah yang kurang tersentuh oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan menganggap hutan
rakyat juga termasuk sektor berisiko tinggi karena unit pengelola (dalam bentuk koperasi atau perusahaan
skala kecil dan menengah) kurang kredibel. Di samping itu banyak dari hutan rakyat tidak didukung oleh akses
infrastruktur dan keterkaitan dengan sektor hilir yang kuat sehingga menyulitkan akses pasar mereka.
Akibatnya secara agregat sektor kehutanan di Indonesia dalam posisi sekarat, padahal bila melihat potensi
sumber daya kehutanan di Indonesia masih cukup besar.

Lingkup sektor kehutanan menjadi meluas bilamana dikaitkan dengan konversi hutan. Hutan mengalami
konversi menjadi perkebunan ataupun dibuka untuk diambil sumber daya mineral dan energi yang terkandung
di dalamnya. Perkebunan dibedakan menjadi perkebunan yang monokultur dan multikultur. Laju konversi dari
hutan menjadi kebun terjadi dalam tingkat yang tinggi bersamaan dengan kondisi di mana sektor perkebunan
sedang menjadi primadona di Indonesia dengan permintaan global yang tinggi dan harga yang baik. Di
berbagai tempat, bentang alam di Indonesia sudah berubah menjadi perkebunan terutama untuk sawit dan
komoditas lainnya seperti kakao dan kopi. Konversi ini tidak hanya terjadi pada lahan hutan yang diusahakan
untuk memproduksi kayu tapi juga pada perkebunan yang secara pengusahaan kurang menguntungkan karena
kurang aksesnya terhadap modal dan pasar, lebih repot mengerjakannya, pasarnya kurang menarik atau
banjirnya produk impor seperti pada komoditas karet dan teh. Di satu sisi berkembangnya sektor perkebunan
membawa kabar baik bagi para petani yang selama ini terkuras energi dan penghidupannya untuk mengurus
tanaman pangan yang tidak memberikan hasil yang cukup untuk hidup layak. Selain itu Indonesia dapat
mengumpulkan devisa dalam jumlah yang besar karena sebagian besar produk perkebunan ditanam untuk
orientasi ekspor, selain untuk memenuhi konsumsi bahan pokok dalam negeri seperti minyak goreng. Namun
di sisi lain, konversi dari agroforestri ke perkebunan monokultur dapat mengundang bencana ekologis yang
serius. Lahan-lahan perkebunan berkembang pada area hutan yang sudah dirambah oleh para pengusaha,
pemodaldan petani yang tidak bertanggung jawab.

Kondisi sektor kehutanan seperti sekarang ini tidak bisa dipungkiri berasal dari pengelolaan yang kurang
menggunakan perspektif keberlanjutan selama ini. Potensi sumber daya kehutanan yang ada dimanfaatkan
dengan tidak ramah lingkungan — baik itu lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Pengabaian perspektif
keberlanjutan ini pada gilirannya berakhir pada kehancuran sistemik suatu sektor. Sementara untuk sektor
perkebunan, ekspansi yang mengabaikan aspek-aspek keberlanjutan pada gilirannya akan membawa
bumerang bagi kehancuran sektoral.

Adalah sangat penting dalam mengupayakan tersedianya suatu analisis yang komprehensif terhadap tata
kelola pendanaan sektor kehutanan bukan hanya berdasarkan penelahaan terhadap berbagai kerangka
regulasi yang ada tapi juga posisi berbagai lembaga dan aktor yang terlibat beserta interaksi antara mereka.
Sementara untuk kesenjangan perpajakan, selama ini pendekatannya lebih mengacu pada aspek hukum yang
sudah ada. Fokus yang mengacu pada aspek hukum yang ada memang sekilas merupakan pendekatan yang
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paling pasti dalam sistem negara yang berdaulat. Namun demikian harus diingat pula bahwa dalam lingkungan
makro di mana penegakan hukum masih lemah, upaya mengacu pada penyelesaian hukum bisa berujung pada
berputar-putar pada fokus yang sama tanpa penyelesaian yang pasti. Peningkatan tata kelola bisa dilakukan
juga dengan mengetahui berbagai alternatif pendekatan lainnya misalnya yang berbasis bisnis misalnya
melibatkan penyitaan aset dan pengelolaannya sebagai entitas bisnis milik publik yang dikendalikan secara
transparan.

Kebutuhan untuk pengelolaan kehutanan dan perkebunan yang lebih ramah lingkungan dapat dilakukan
dengan mengarahkan para aktor pendanaan untuk lebih memilih melakukan investasi pada usaha-usaha
kehutanan vyang dikembangkan berdasarkan upaya-upaya peningkatan pengelolaan hutan secara
berkelanjutan. Di sisi lain, pengamatan yang seksama akan kebocoran perpajakan dan potensinya
memungkinkan penggambaran akan relevansi, efektivitas dan efisiensi rezim perpajakan yang berlaku. Adanya
pemahaman yang komprehensif terhadap dua aspek ini dapat secara pasti memberikan kontribusi bagi
pemulihan sektor kehutanan. Bila selama ini tata kelola usaha kehutanan dan perkebunan lebih banyak
didekati dengan pengembangan standard komoditas berkelanjutan seperti FSC, LEI, RSPO, ISCC dan ISPO, maka
analisis dari sisi keuangan akan melengkapi pemahaman mengenai kondisi yang ada dan alternatif-alternatif
penanganannya.

Bab ini akan membahas lebih dalam mengenai landskap keuangan sektor kehutanan dan perkebunan tersebut.
Pertama yang akan dibahas ialah gambaran global dari pendanaan kehutanan dan perkebunan. Selanjutnya
pembahasan dilanjutkan dengan potret pendanaan dan perpajakan sektor kehutanan lintas zaman.Kemudian
pembahasan dilanjutkan dengan pemaparan untuk peningkatan kelestarian sektor kehutanan dan
perkebunan.

6.2. GAMBARAN GLOBAL PENDANAAN SEKTOR KEHUTANAN

Berdasarkan studi yang dilaksanakan oleh UNFF (United Nations Forum on Forest) pada tahun 2006, sektor
kehutanan memperoleh pendanaan dari beberapa sumber. Secara garis besar, sumber-sumber ini dapat
dibedakan sebagai berikut:

1. Sumber-sumber bilateral
Terutama ialah pinjaman pemerintah dan donasi, pinjaman langsung dari negara sahabat, dan akses
kredit untuk ekspor

2. Sumber-sumber multilateral
Negara-negara  yang terlibat pendanaan lebih besar cakupannya, misalnya pinjaman dari bank
pembangunan global seperti bank Dunia, pinjaman dan asistensi teknis dari bank pembanugnan
regional (seperti IADB, ADB, AfDB, EBRD, EuropeAid), proyek-proyek/aktivitas-aktivitas dari sistem UN
(misalnya UNDP, ILO, FAO, IFAD) dan lain-lain (misalnya GEF).

3. Aliran pendanaan komersial pada dunia usaha, baik luar negeri maupun domestik/asing yang berasal
dari: penanaman modal langsung (asing dan domestik) dari lembaga swasta dan perusahaan, kredit
ekspor, akses terhadap kredit tertentu, dana pensiun, atau TIMO (Timber Investment Management
Organisation).

Biasanya dikategorikan menjadi:
Investasi langsung — kepemilikan/kontrol efektif atau langsung dari usaha melalui kepemilikan
modal melalui saham. Bentuknya bisa berupa pasokan barang modal (seperti peralatan, tanah
dan lain-lain) atau layanan (misalnya pelatihan).
Investasi tidak langsung — seperti utang (pinjaman bank komersial) atau ekuitas (common and
preferential stock, portfolio investment atau modal ventura)

10|STUDI PENDANAAN INDUSTRI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN



Dari pembedaan-pembedaan ini, dapat dijabarkan berbagai sumber dana yang tersedia untuk sektor
kehutanan:

1. Sumber pendanaan domestik

a. Sektor publik
Dana-dana dari kementerian
Dana-dana dari berbagai badan pemerintahan di tingkat nasional, provinsi maupun
kabupaten
Lembaga-lembaga penelitian
0 Sektoral: lembaga-lembaga penelitian kehutanan
0 Umum: universitas dan lembaga penelitian lainnya
b. Sektor non-pemerintah
i. Pendanaan komersial
Perusahaan-perusahaan kehutanan
Investor-investor sektor kehutanan
Investor umum langsung
Pemilik lahan skala besar
ii. Pendanaan non-komersial
Petani hutan
Masyarakat pedesaan (termasuk masyarakat adat)
Berbagai organisasi kemasyarakatan kehutanan atau berbagai organisasi di
tingkat masyarakat lainnya
Bebagai lembaga swadaya masyarakat
2. Sumber pendanaan luar negeri
a. Sektor publik
Donor-donor bilateral
Donor-donor multilateral (termasuk lembaga-lembaga pendanaan yang dibentuk
berdasarkan konvensi-konvensiinternasional)
Lembaga-lembaga penelitian (sektoral dan umum)
b. Sektor swasta
i. Pendanaan komersial
Perusahaan-perusahaan kehutanan yang beroperasi dalam skala internasional
Investor-investor sektoral
Investor-investor langsung dengan tujuan tertentu (misalnya dana-dana untuk
pemeliharaan lingkungan hidup yang sifatnya bergulir)
Investor-investor langsung yang umum misalnya perusahaan multinasional
Investor-investor ekuitas yang sifatnya institusional (bank-bank, dana-dana
pensiun, perusahaan-perusahaan asuransi)
ii. Pendanaan non-komersial
Yayasan-yayasan
Dana-dana konsesi khusus misalnya dana-dana lingkungan yang dipakai untuk
tujuan tertentu
Para filantropis
Bebagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam skala internasional

Laporan UNFF ini lebih lanjut membahas bahwa:
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1. Pembiayaan langsung swasta tetap merupakan sumber utama investasi di sektor kehutanan sementara
bantuan pembangunan berkurang perannya

2.  Munculnya regional-regional dengan penanaman hutanyang luas dengan ketersediaan bahan-bahan baku
yang cepat bertumbuh dan biaya murah telah menarik investasi modal dan meningkatkan perkembangan
dan ekspansi industri kehutanan. Untuk sektor kehutanan, regional-regional baru penghasil kehutanan
ialah Cina dan negara-negara Asia lainnya, Federasi Russia, Eropa Timur dan beberapa negara Amerika
Latin.

3. Penanaman modal langsung meningkat pesat di berbagai negara berkembang, tapi terkonsentrasi di
sekelompok kecil negara di mana aliran modal swasta berpusat. Sementara di negara-negara
berpendapatan rendah sangat tergantung pada bantuan luar negeri.

4. Pembiayaan sektor kehutanan untuk tujuan perlindungan dan kelestarian hutan serta hutan-hutan rakyat
diberikan terutama oleh lembaga-lembaga bilateral dan multilateral

5. Adanya keuntungan ekonomi yang menjanjikan serta kurangnya insentif yang memadai, di bawah kondisi
tertentu, tanggapan terhadap investasi pada pengelolaan hutan berkelanjutan makin berkurang
dibandingkan dengan investasi di berbagai penggunaan lahan lainnya.

6. Pengelolaan hutan berkelanjutan menghadapi perubahan dalam lingkungan keuangan, tapi sayangnya
tidak ada yang menunjukkan bahwa aliran keuangan akan meningkat sehingga bisa cukup untuk
membiayai.

7. lklim investasi di suatu negara yang ditandai dengan ekonomi yang stabil, lingkungan kebijakan dan
institusional yang baik, serta faktor-faktor intra dan inter sektoral merupakan persyaratan untuk bisa
menarik investasi

8. Strategi pendanaan harus berkonsentrasi pada meningkatkan pengumpulan pendapatan, meningkatkan
investasi swasta dan menciptakan lingkungan kebijakan dan institusional yang stabil, termasuk hak
kepemilikan yang aman dan kebijakan kehutanan yang koheren terhadap terciptanya manajemen
kehutanan berkelanjutan.

9. Mekanisme-mekanisme inovatif mungkin tidak akan efisien bilamanan kondisi hak milik tidak jelas dan
aman. Tanpa reformasi perekonomian, upaya-upaya meningkatkan penanaman modal langsung tidak
akan memberikan hasil yang menggembirakan.

6.3. GAMBARAN GLOBAL PENDANAAN SEKTOR PERKEBUNAN

Untuk sektor perkebunan, pendanaan lebih didominasi oleh sektor swasta karena komoditas-komoditas
perkebunan yang berkembang ialah komoditas-komoditas yang dapat bersaing di pasar komoditas secara
global. Pendanaan publik dikembangkan secara terbatas untuk para pekebun skala kecil, terutama dalam
upaya untuk meningkatkan kemampuan mereka memenuhi tuntutan standard keberlanjutan yang bekembang
belakangan ini. Sementara perusahaan-perusahaan perkebunan besar biasanya mengadakan beberapa
langkah transformasi untuk memenuhi persyaratan-persyaratan industri baru dengan menggunakan dananya
sendiri. Namun demikian, aliran investasi bagi pendanaan perkebunan masih terjadi dan meningkat, terutama
untuk komoditas-komoditas yang mempunyai pasar yang baik.

Dengan landscape pendanaan yang lebih mengandalkan pola usaha daripada pola pembangunan, untuk sektor
perkebunan investasi akan cenderung mengalir pada komoditas yang lebih menguntungkan. Komoditas yang
kurang menguntungkan akan ditinggalkan dan konversi akan dilakukan dengan mengganti komoditas yang
kurang menguntungkan menjadi komoditas yang lebih menguntungkan. Di Indonesia, belakangan ini
kecenderungan ini terlihat meningkat dengan konversi dari perkebunan karet menjadi perkebunan sawit.
Sementara kawasan perkebunan teh juga terus mengalami pengurangan bersamaan dengan makin
berkurangnya daya saing produk teh Indonesia di tengah meningkatnya pangsa pasar teh impor. Beberapa
perusahaan teh kemudian menjual kebunnya dan beralih ke perkebunan lainnya yang lebih menguntungkan
seperti sawit. Ada juga beberapa perkebunan teh yang kemudian dikonversi menjadi perkebunan kopi.
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Konversi menjadi perkebunan juga terjadi dari lahan-lahan hutan produksi. Contohnya beberapa kawasan
hutan tanaman produksi yang kemudian dikonversi menjadi perkebunan dengan motivasi untuk
mengembangkan usaha pada komoditas-komoditas yang lebih menarik minat pasar. Bersamaan dengan hal
ini, pemerintah juga memfasilitasi alih penggunaan lahan dari hutan ke perkebunan. Pelepasan-pelepasan area
hutan ini memungkinkan terjadinya ekspansi perkebunan dalam skala yang lebih luas.

Ada beberapa insiatif untuk pendanaan sektor perkebunan yang dikembangkan belakangan ini. Namun
demikian inisiatif-inisiatif ini mengambil target untuk membantu para petani kecil terutama dalam
meningkatkan produktivitas dan peremajaan kebun. Kondisi para petani kecil yang secara umum menghadapi
masalah yang sama, yaitu keterbatasan akses pada modal, pengetahuan dan teknologi menghadapkan mereka
pada kondisi produktivitas yang rendah. Adanya bantuan pendanaan akan mengurangi tekanan mereka dan
membantu dalam mengembangkan perkebunan yang lebih berkelanjutan.

Di kalangan para pelaku perbankan dan pengelola investasi, berbagai inisiatif yang sifatnya kesukarelaan juga
diluncurkan. Makin meningkat pelaku sektor keuangan yang menyadari bahwa pengelolaan lingkungan secara
lestari akan membantu mereka mengurangi risiko usaha pengelolaan dan penyaluran modal yang mereka
lakukan. Berbagai inisiatif yang berbasis kesukarelaan ini akan dibahas pada bagian selanjutnya dari buku ini.
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[Il. PETAII

SEJARAH PENDANAAN SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Oleh: Nugroho Pratomo dan E. Panca Pramudya

3.1. SEJARAH PENDANAAN SEKTOR KEHUTANAN

ERA SEBELUM KEMERDEKAAN

Sebagai sebuah negara dengan luas hutan yang besar, pengusahaan dan pendanaan sektor kehutanan di
Indonesia pada dasarnya telah ada sejak lama. Ketika VOC berkuasa, mereka mendapat hak-hak konsesi hutan
dari raja-raja Jawa. Selain itu VOC juga merambah eksploitasi hasil hutan berupa getah, damar, kopra, biji-
bijian yang menghasilkan minyak dan rotan (Hidayat 2008). Pengusaha etnis Tionghoa juga berperan dalam
eksploitasi hutan pada masa VOC. Pada tahun 1743, ketika Raja Mataram melepaskan wilayah pantai utara-
timur Jawa (Rembang, Jepara, Waleri, Pekalongan, dan lain-lain), hutan daerah ini dieksploitasi oleh VOC. Pada
tahun 1812, hutan lJipang yang didominasi hutan jati direbut VOC. Tujuan eksploitasi saat itu adalah untuk
mendukung perusahaan perkapalan di Rotterdam dan Amsterdam. Selain itu, pada masa VOC, eksploitasi
hutan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kayu bakar di perusahaan gula di Jawa. Oleh karena itu, hutan di
daerah seperti Bekasi, Depok, Tangerang dan Jakarta dieksploitasi untuk mendukung perindustrian gula milik
VOC (Awang 2005).

ERA AWAL SESUDAH KEMERDEKAAN

Berakhirnya kekuasaan VOC pada abad ke-18, maka kekuasaan atas hutan di Indonesia diambilalih oleh
pemerintah Kerajaan Belanda. Bagi pemerintah Kerajaan Belanda, kayu menjadi penting khususnya sebagai
bahan baku untuk industri kapal di Rotterdam dan Amsterdam. Karenanya kerajaan Belanda kemudian
mengirim Herman Willem Daendels menjadi gubernur Jenderal (1808-1811), yang salah satu tugasnya adalah
membangun kembali hutan jati di Jawa (Simon 2008). Namun dalam perjalanannya, memasuki masa
kekuasaan Jepang, hutan di Jawa mengalami kerusakan serius karena dieksploitasi untuk ongkos perang
(Awang 2005).

Pasca kemerdekaan, ketika Soekarno berkuasa, tata kelola kehutanan bersifat desentralistik. Melalui Peraturan
Pemerintah No. 64 tahun 1957, pemerintah mendesentralisasikan tata kelola kehutanan di luar pulau Jawa
kepada pemerintah propinsi. Oleh karena itu, pemerintah propinsi berwewenang untuk memberikan izin
pemanfaatan sumber daya hutan dalam bentuk: (1) konsesi hutan di wilayah kerjanya maksimal 10.000 hektar
dengan jangka waktu 20 tahun, (2) memberi ijin penebangan maksimal 5.000 hektar dengan jangka waktu 5
tahun, (3) ijin tebang kayu dan pemungutan hasil hutan non-kayu lainnya sampai dengan batas tertentu
selama 2 tahun (Santoso 2008). Pada masa tersebut, banyak perusahaan Amerika dan Inggris yang terpaksa
mengundurkan diri karena iklim usaha yang dinilai banyak merugikan investor asing. Memasuki masa
demokrasi terpimpin, upaya menasionalisasi perusahaan Belanda, Inggris dan Cina, terus berlangsung. Hampir
tidak ada investasi komersial dalam bidang kehutanan kecuali oleh perusahaan Jepang, seperti Mitsui yang
melakukan eksploitasi hutan pada tahun 1950an di Kalimantan dengan perjanjian pembagian produksi yang
adil. Namun, kerja sama dengan Jepang ini juga dinilai kurang berhasil (Awang 2005).

ERA PEMBANGUNAN ORDE BARU

Ketika memasuki masa Orde Baru, langkah kebijakan pertama yang diambil Suharto adalah dibukanya “kran”
investasi asing melalui UU Nomor 1 tahun 1967 tentang PMA yang diikuti UU No. 11 tahun 1968 tentang
PMDN. Hal ini termasuk pula menyebabkan investasi asing dan swasta untuk mendapat konsesi hutan terbuka
lebar. Sejak saat itu, para investor diberi konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk hutan di luar Jawa,
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terutama hutan di Sumatra dan Kalimantan. Dengan dibekukannya hak-hak masyarakat adat oleh pemerintah
pada tahun 1970-an, HPH berkembang dengan subur tanpa hambatan perlawanan dari masyarakat adat
(Awang 2006).

Pada awal tahun 1980-an, pemerintahan Soeharto mengambil serangkaian langkah untukmemusatkan
pengendalian atas keuntungan pengusahaan hutan di sektor kehutanan. Langkah yang terpenting adalah
menetapkan larangan ekspor kayu, yang pada dasarnya mendorong pemilik HPH melakukan investasi dalam
produksi kayu lapis dan memusatkan kepemilikan HPH ke tangan segelintir konglomerat hutan (Barr et al,
2011).

Di masa Orde Baru ini pula, salah satu kebijakan penting terkait dengan pengusahaan dan pembiayaan sektor
kehutanan adalah adanya kebijakan mengenai dana jaminan reboisasi. Keberadaan dana reboisasi pada
dasarnya merupakan pendanaan hutan nasional yang dibiayai dari iuran dari para pemegang konsesi hutan.
Jumlahnya disesuaikan dengan volume kayu yang ditebang, yaitu sebesar US$4 per meter kubik. Pada
prinsipnya pemerintah akan mengembalikan jaminan kepada perusahaan setelah ada konfirmasi bahwa
mereka telah melaksanakan penanaman kembali di hutan yang mereka tebang, sebagaimana ditentukan
dalam kontrak HPH. Apabila pemilik HPH gagal menanam ulang, Kementerian Kehutanan berwenang untuk
menggunakan DJR untuk menanam ulang di lokasi HPH (Ross 2001).

Pada tahun 1989, dana jaminan reboisasi tersebut diubah menjadi iuran yang tidak dapat dikembalikan.
Namanyapun diganti dengan dana reboisasi. Pada saat yang sama, besarnya dana reboisasi dinaikkan menjadi
USS 7,00 per meter kubik kayu yang dipanen. Selanjutnya iuran dinaikkan menjadi US$ 10,00 per meter kubik
pada tahun 1990, dan menjadi rata-rata USS 16,00 per m3 pada tahun 1993, dengan variasi menurut wilayah,
spesies dan kelas kayu. Sebagai perbandingan, iuran DR saat ini—yang ditetapkan pada tahun 1999 dan tidak
berubah sejak waktu itu—secara kasar berada pada tingkat yang sama, berkisar dari minimal USS$ 2,00 per ton
untuk kayu pulp hingga maksimal USS 20,00 per ton untuk kayu eboni (Barr et al, 2011)

Pada awalnya, tujuan keberadaan atas dana reboisasi adalah untuk mendukung kegiatan reboisasi dan
rehabilitasi lahan dan hutan yang telah rusak. Selama lebih dari 20 tahun, dana reboisasi yang telah diterima
mencapai sekitar USS 5,8 miliar. jumlah tersebut menjadi salah satu sumber pemasukan pemerintah yang
terbesar dari sektor kehutanan komersial Indonesia. Melalui keberadaan dana reboisasi tersebut, Departemen
Kehutanan kemudian memanfaatkannya untuk mendorong pengembangan hutan tanaman industri (HTI).
Dana yang dialokasikan mencapai lebih dari USS 1,0 miliar dalam bentuk hibah tunai dan pinjaman dengan
bunga rendah kepada perusahaan-perusahaan hutan tanaman. Sayangnya, Departemen Kehutanan juga telah
membagikan sebagian dana reboisasi dan ijin konversi hutan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki
hubungan erat dengan para elit politik. Lemahnya pengelolaan keuangan dan pengurusan pemasukan dana
yang tidak efisien di berbagai tingkat lembaga pemerintahan menyebabkan penggunaan dana reboisasi
menjadi tidak efektif. Beberapa investasi besar menggunakan dana reboisasi untuk pengembangan hutan
tanaman dan rehabilitasi lahan hutan yang rusak, seringkali gagal mencapai tujuannya. Begitu pula dengan
tidak adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif menyebabkan sejumlah besar dana yang
ditujukan untuk pengembangan hutan tanaman hilang karena kecurangan, pengalihan untuk penggunaan lain
atau terbuang percuma untuk proyek-proyek yang dikelola dengan buruk.

ERA KRISIS DAN TRANSISI

Terjadinya krisis moneter tahun 1997-1998, menyebabkan pemerintahan pasca Suharto harus berupaya lebih
keras untuk bisa menarik investasi asing, termasuk di dalamnya adalah sektor kehutanan. Sebagai sebuah
sektor investasi, maka sektor kehutanan pada dasarnya merupakan sektor yang cukup menarik. Hal ini dapat
dimengerti mengingat kegiatan di sektor kehutanan merupakan sektor yang tidak banyak terpengaruh oleh
menurunnya nilai rupiah karena dalam proses produksinya tidak banyak membutuhkan komponen impor.
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Sebaliknya, terjadinya depresiasi rupiah justru menyebabkan investasi di sektor kehutanan semakin menarik.
Namun upaya membangkitkan kembali kegiatan di sektor kehutanan dalam situasi saat itu juga mengalami
hambatan dari segi pendanaan, karena:

1. Kondisi perbankan nasional yang saat ini tidak sehat dan sedang dalam rangka konsolidasi ke dalam.

2. Kesulitan keuangan nasional yang menyebabkan semakin ketatnya persaingan untuk memperoleh
dana.

3. Sifat kegiatan agribisnis sektor kehutanan dan perkebunan membutuhkan waktu yang relatif panjang
dan tergantung pada iklim, sehingga membutuhkan pendanaan khusus yang kondusif untuk
mendukung kegiatan tersebut.

4. Belum adanya lembaga keuangan yang khusus bergerak di sektor kehutanan dan perkebunan.

Berangkat dari kondisi tersebut, kemudian muncul pemikiran untuk membuat lembaga pembiayaan khusus
sektor kehutanan. Dengan adanya lembaga keuangan khusus ini diharapkan perhatian pendanaan dapat
diberikan secara khusus pula kepada sektor kehutanan dan perkebunan tanpa adanya pengaruh dan
persaingan dengan sektor lain. Dengan demikian upaya perolehan dana akan dapat dilakukan dengan mudah
dan cepat dan dapat dinikmati khusus oleh para pelaku kegiatan kehutanan dan perkebunan. Ketika itu ada
beberapa bentuk Lembaga keuangan alternatif yang khusus menangani kredit sektor kehutanan yang sempat
diajukan, (http://www.dephut.go.id/alus_assets/INFORMASI/REFORM~1/KONSEP/LKA~1.HTM, diakses 20
September 2014):

1. Membentuk lembaga keuangan alternatif baru yang berkedudukan di Pusat sedang di tingkat Daerah
dan Cabang melalui kerja sama dengan lembaga keuangan yang sudah ada sebagai implementing
agency.

2.  Mengakuisisi bank yang sudah ada dan selanjutnya mengubah tugas dan fungsi bank tersebut menjadi
khusus menangani kehutanan dan perkebunan.

3. Memanfaatkan bank yang sudah ada dengan meminta bank tersebut membentuk satu
cabang/unit/divisi khusus yang akan menangani khusus kehutanan dan perkebunan.

4. Bekerjasama dengan Rabobank atau bank-bank lain di dalam dan diluar negeri yang mengkhususkan
diri dalam hal kehutanan dan perkebunan.

Namun pada akhirnya berdasarkan hasil pembahasan pada rapat di Kantor Menko Ekuin pada hari tanggal 23
Nopember 1998 disepakati beberapa hal sebagai berikut (ibid):

1. Lembaga keuangan yang ada, yaitu Rabo-Duta, akan diubah menjadi kerjasama antara Bank Bukopin
dan Rabobank, sehingga akan menjadi Rabo-Bukopin.

2. Dalam rangka pembentukan lembaga keuangan tersebut diatas, disepakati akan diberikan bantuan
dana kepada Bank Bukopin dengan jumlah yang akan dibahas lebih lanjut.

3. Disepakati akan diupayakan dana sebesar Rp. 50 milyar untuk disalurkan melalui kerjasama dengan
Bank Muamalat Indonesia dan sebesar Rp. 140 milyar untuk Bank Bukopin khusus untuk membiayai
kegiatan sektor kehutanan dan perkebunan.

4. Untuk penyediaan dana tersebut disepakati pula akan digunakan dana dari APKINDO yang ketika itu
masih berada di Sdr. Muhammad Hasan sebesar USS 102 juta (sebagian dari dana tersebut sebesar
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USS 84 juta berada di Bank Umum Nasional). Dana tersebut sudah atas nama APKINDO dan dipegang
oleh Sdr. Drs. Abbas Abdar (Ketua Asosiasi).

Pada tahun 1998-1999 ini pula, pengelolaan dana reboisasi dialihkan kepada Departemen Keuangan.
Tujuannya untuk menciptakan pemeriksaan dan pemantauan dana reboisasi yang  terintegrasi dengan
anggaran. Selain itu juga memberikan wewenang luas kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk
memeriksa keuangan DR dan aset-aset keuangan publik lainnya; membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) yang telah berhasil mengusut beberapa lusin kasus korupsi yang melibatkan beberapa pejabat senior;
dan mengusut dua kasustingkat tinggi yang terkait dengan kecurangan dana reboisasi yang melibatkan kroni
Soeharto.

Memasuki orde reformasi, pada tahun 2003 pemerintah memulai lagi program reboisasi secara besar-besaran
menyusul kekeringan yang melanda sebagian besar Pulau Jawa. Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan
menggunakan dana reboisasi sebesar Rp 10 triliun untuk program selama lima tahun yang dilaksanakan secara
bertahap. Mulai November 2003, sebanyak 300 juta pohon akan ditanam di hutan dan 29 daerah aliran sungai
(DAS) paling kritis di Jawa, dengan anggaran mencapai Rp 1,2 triliun. Luas area yang akan direboisasi adalah
300 ribu hektar tahun 2003. Sedangkan tahun 2004 seluas 500 ribu hektare. Pemerintah menargetkan
reboisasi mencapai 1 juta hektar. Pada tahun selanjutnya, direncanakan 1 miliar pohon akan ditanam di 15
provinsi.

Terkait dengan dana reboisasi ini, salah satu persoalan yang ada ialah rendahnya setoran untuk dana reboisasi
dari sejumlah perusahaan kehutanan. Sampai dengan awal Juli 2004 nilai tunggakan Dana Reboisasi (DR) dan
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tahun 2003 yang telah disetorkan ke kas negara baru mencapai Rp 642,81
miliar atau 50,2 persen dari total tunggakan Rp 1,28 triliun. Setoran tunggakan sebesar Rp 642,81 miliar
tersebut berasal dari pembayaran tunggakan oleh HPH di 13 provinsi. Tiga HPH penunggak besar yang telah
mulai membayar, yaitu PT Erna Djuliawati, PT Sari Bumi Kusuma, dan PT Sumber Dana. Ketiga HPH tersebut
tercatat telah menyetorkan tunggakannya sebesar Rp 86,52 miliar. ICW, Walhi, dan Greenomics Indonesia
mencatat sejumlah 25 HPH/IPKH yang telah mendapatkan surat peringatan dari Departemen Kehutanan untuk
membayar tunggakan DR/PSDH tahun 2003. Dari 25 HPH/IPKH tersebut, baru dua HPH yang telah melunasi
dan tiga HPH yang mulai mencicil. HPH yang melunasi tunggakannya adalah PT Sumber Dana (Kalimantan
Timur) dengan nilai tunggakan sebesar Rp 26,24 miliar dan PT Intisixta (Sulawesi Tengah) dengan nilai
tunggakan Rp 2,33 miliar. Selain itu, tiga HPH lain yang baru membayar sebagian adalah PT Artika Optima Inti Il
(Papua), telah membayar Rp 2,77 miliar dari nilai tunggakan sebesar Rp 15,58 miliar, PT Sari Bumi Kusuma
(Kalimantan Tengah) telah membayar Rp 37,47 miliar dari besar tunggakan Rp 38,8 miliar, dan PT Trisetia
Intiga yang telah membayar Rp 3,26 miliar dari total tunggakan Rp 11,08 miliar
(http://www.tempo.co/read/news/2004/07/12/05544962/Tunggakan-Dana-Reboisasi-2003-Terbayar-502-
Persen, diakses 21 September 2014).

Meski demikian, kondisi tersebut tidak berarti bahwa dana reboisasi tidak ada. Sampai dengan pertengahan
tahun 2005, setidaknya dana reboisasi yang tersimpan dalam deposito di Bank Mandiri dan belum tersalurkan
mencapai Rp 5,8 triliun (http://www.tempo.co/read/news/2005/08/09/05665053/MSKaban-Minta-Dana-
Reboisasi-di-Bank-Mandiri-Disalurkan, diakses 21 September 2014). Nilai tersebut merupakan akumulasi
penyimpanan sejak akhir 1990-an ketika program dana khusus reboisasi baru digulirkan. Adanya indikasi
kecurangan dari praktek tersebutdiketahui dari melimpahnya dana pembangunan daerah yang disimpan
dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang mencapai Rp 43 triliun. Dari nilai itu, dia melanjutkan,
hampir pasti termasuk dana khusus reboisasi yang telah didistribusikan ke sejumlah daerah
(http://www.tempo.co/read/news/2006/07/08/05679906/Kaban-Usut-Dana-Reboisasi-yang-Parkir-di-
Perbankan, diakses 21 September 2014).

ERA REVITALISASI KEHUTANAN
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Selanjutnya di tahun 2007 Departemen Kehutanan menyediakan anggaran rehabilitasi lahan kehutanan
(Gerhan) 2007 sebesar Rp 3,38 triliun. Anggaran tersebut kemudian dibagi menjadi dua tahap, yaitu pertama
sebesar Rp 2,17 triliun yang berasal dari sumber anggaran Jasa Giro Cadangan Dana Reboisasi Departemen
Kehutanan. Selanjutnya, tahap kedua sebesar Rp 1,17 triliun yang dialokasikan dari APBN-Perubahan
(http://www.tempo.co/read/news/2007/06/22/056102420/Dana-Rehabilitasi-Lahan-Kehutanan-Rp-338-
Triliun, diakses 21 September 2014).

Dalam perkembangannya, investasi dan pembiayaan sektor kehutanan menunjukan bahwa pengembangan
industri kehutanan, terutama pengembangan hutan tanamanan industri (HTI) di Indonesia, masih terhambat
oleh kendala permodalan. Karenanya pada tahun 2007 ini pula, Kementerian Kehutanan membentuk badan
layanan umum (BLU) kehutanan. Ide ini sebenarnya sudah ada semenjak tahun 2002, ketika Departemen
Kehutanan dipimpin oleh M Prakosa. Tujuan pembentukannya adalah untuk menyiasati keluhan pengusaha
dalam mendapatkan pembiayaan dari perbankan untuk kegiatan pembangunan hutan tanaman industri (HTI)
maupun hutan tanaman rakyat (HTR). BLU ini merupakan lembaga keuangan non bank yang dibentuk Surat
Keputusan Bersama Menhut No.2/Menhut-11/2007 dan Menteri Keuangan No.06.1/PMK.1/2007. Berdasarkan
ketentuan tersebut, BLU yang punya nama resmi Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan hanya boleh
membiayai pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) dan hutan tanaman industri (HTI) di kawasan hutan
produksi. Fasilitas yang diberikan, berbunga murah dan berpatokan dengan Bank Indoesia Rate. Misalnya
untuk HTR (Desember 2012) hanya 5,75 persen/tahun dengan masa pengembaliannya setelah panen (daur 8
tahun) dan untuk HTI bunganya 5,75 plus 4 persen atau 9.75 persen/tahun. Bunga tersebut dipastikan masih
di bawah bunga pasar pinjaman bank dalam negeri. Persoalan yang mucul kemudian adalah ketidakmampuan
petani membuatan proposal, kelembagaan, keberadaan sumber daya manusia di dalam hutan hingga kawasan
hutan yang clean dan clear untuk kegiatan HTR. Akibatnya, dana yang ada sempat mangkrak dan tidak
tersalurkan  (http://agroindonesia.co.id/2013/01/15/dana-blu-kehutanan-perlu-dialirkan/,  diakses 22
September 2014).

Dalam perjalanannya, akhirnya dana yang ada tersebut sedikit demi sedikit berhasil disalurkan. Tahun 2010
Kementerian Kehutanan juga menggandeng BRI untuk penyalurannya. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
(PPPH) yang menjadi otoritas Badan Layanan Umum (BLU) membuat MoU dengan PT Bank rakyat Indonesia
(BRI) untuk menyalurkan dana sekurangnya Rp3 triliun yang sudah idle hampir 3 tahun. Jumlah dana yang akan
disalurkan mencapai Rp 3 triliun. Dalam implementasi penyalurannya, Badan Layanan Umum (BLU) Kehutanan
telah merealisasikan penyaluran dana untuk pembangunan dan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
sekitar Rp800 miliar. Dana itu disalurkan untuk membantu petani membangun HTR dengan menanam pohon
kayu dan mengembangkan tanaman pangan melalui sistem tumpang sari. Lembaga ini mulai 2012 juga
membiayai pembangunan hutan yang dikelola masyarakat, seperti hutan rakyat, hutan desa, dan hutan
kemasyarakatan. Jika petani atau koperasi butuh lebih Rp8 juta boleh meminjam dana lewat program Kredit
Usaha Rakyat (KUR) (http://www.dishut.jabarprov.go.id/?mod=detilBerita&idMenuKiri=&idBerita=2389,
diakses 22 September 2014).

IMENDORONG INVESTASI SEKTOR KEHUTANAN

Sebagai solusi peningkatan pembiayaan dan investasi kehutanan, Badan pengelola kehutanan sebagai lembaga
pembiayaan menurut istilah MS Kaban, diperlukan untuk mengatur distribusi dana reboisasi pada pengusaha
hutan dan menjamin imbal untung (yield). Karenanya pembentukan holding (perusahaan induk) BUMN sektor
kehutanan sebaga upaya menarik investor dan menjadikan lebih bankable. Salah satu BUMN yang akan
menjadi holdingnya adalah PerumPerhutani. Proses pembentukan induk usaha BUMN sektor kehutanan baru
akan mulai dilaksanakan setelah proses pembentukan induk usaha BUMN sektor perkebunan rampung.
Holding tersebut dapat menyalurkan hasil pendanaan tersebut kepada BUMN kehutanan yang kurang
bankable untuk mengembangkan usahanya.
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Selain itu, Kemenhut bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga membentuk lembaga keuangan
nonbank, yaitu Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU-P2H). Melalui lembaga ini,
para pemegang izin HTR, HKm, hutan desa, dan pemilik hutan rakyat dapat meminjam dana bergulir dengan
suku bunga rendah sebesar 5,75 persen atau sama besar dengan suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS). ”"Untuk periode 2010-2014 disediakan dananya sebanyak Rp3,5 triliun.

Pada Desember 2012, Kemenhut telah melakukan launching pinjaman hutan rakyat untuk 2013 sebesar Rp480
miliar. Dari Provinsi Lampung sendiri total terdapat 130 proposal yang masuk. Sebanyak 80 proposal di
antaranya berasal dari Kabupaten Lampung Selatan. Pada prinsipnya, fasilitas dana bergulir diberikan untuk
pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan
produktivitas hutan, dan perbaikan mutu lingkungan.

Semenjak September 2012, penyaluran dana dari BLU diambil alih dari pemda kabupaten kepada pemerintah
pusat. Karena selama menjadi wewenang pemerintah kabupaten, izin HTR yang dikeluarkan sangat sedikit.
Pada 2012 ditargetkan penyaluran dana sebesar Rp 744,97 miliar untuk lahan seluas 80 ribu hektare. Namun,
sampai saat ini, penyaluran dana masih jauh di bawah dana yang disediakan. Badan Layanan Umum P3H baru
menyalurkan dana sebesar Rp 7,19 miliar untuk lahan kehutanan seluas 850 hektare, yang dimiliki 69 unit izin
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) hutan tanaman dan hutan hak.

Hingga awal 2013, penyerapan dana dari BLU mencapai Rp 20 miliar. Sementara untuk tahun 2013
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan siap menyalurkan dana badan layanan umum (BLU)
kehutanan sebesar Rp 500 miliar. Sebagian besar dana itu akan menyasar pengusahaan Hutan Tanaman
Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Desa (HD) oleh masyarakat
pedesaan. Dana itu merupakan bagian dari dana BLU kehutanan senilai Rp 2,5 triliun yang disiapkan Kemenhut
untuk periode 2010-2014. Secara umum ada 3 mekanisme yang dapat digunakan oleh para petani, Secara
umum terdapat lima jenis layanan yang disiapkan BLU kehutanan, yakni kredit tunda tebang, kredit
pengkayaan, kredit agroforestry untuk pembangunan hutan rakyat, kredit agroforestry untuk tanaman
tumpang sari, dan pembiayaan pembangungan hutan rakyat pola bagi hasil. Namun bagi petani ada 3
mekanisme yang biasa digunakan, yaitu pinjaman lunak berbunga rendah bagi para pemilik lahan seluas 1 ha
dengan pinjaman Rp 20,5 juta. Kedua dengan mekanisme tunda tebang yang diarahkan untuk melawan sistem
ijjon serta mekanisme wana tani yang diarahkan pada masyarakat yang melakukan tumpang sari antara
tanaman hutan dan tanaman semusim. Contoh penyaluran yang sudah diterima oleh kelompok tani adalah
delapan Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, Lampung.
Kedelapan KTHR itu meliputi KTHR Mekar Lestari Rp 315,10 juta, KTHR Sumber Rejeki Rp 241,60 juta, KTHR
Setia Maju V Rp 385,00 juta, KTHR Karya Mekar Rp 358,00 juta, KTHR Sido Makmur Rp 92,90 juta, KTHR
Campang Mandiri Rp 133,32 juta, KTHR Karya Muda | Rp 456,00 juta, dan KTHR Bakti Tani Jaya Rp 569,80 juta
(http://www.beritasatu.com/ekonomi/103584-blu-kehutanan-rp-500-m-siap-disalurkan.html, diakses 22
September 2014).

Sebagai upaya peningkatan investasi sektor kehutanan pemerintah sendiri menjamin kepastian hukum bagi
setiap investasi di sektor kehutanan di Indonesia dan akan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan hukum
terhadap adanya konflik lahan atau perambahan. Pada kasus konflik dan perambahan sudah sudah jelas sanksi
hukumnya. UU No.41/1999 tentang Kehutanan memberi ancaman yang tegas dan cukup keras bagi perambah
hutan. Berdasarkan UU, mereka yang menduduki kawasan hutan tanpa izin diancam hukuman maksimal 10
tahun dan denda Rp 5 miliar.

INISIATIF INTERNASIONAL

Sumber pembiayaan sektor kehutanan lain dari eksternal adalah adanya kesempatan bagi Indonesia untuk
mengelola dana sebesar USS 70 juta bagi Program Investasi Kehutanan (Forest Investment Programme/FIP)
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yang pengelolaannya melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, hingga swasta untuk pengelolaan sumber
daya alam berbasis masyarakat berkelanjutan. Total dana 70 juta dolar AS itu terdiri atas USS 37,5 juta hibah,
dan USS 3,2 juta pinjaman lunak untuk swasta. Mereka mengalokasikan USS 600 juta untuk FIP ke delapan
negara percontohan, dan Indonesia dan Brazil mendapat alokasi terbesar yakni masing-masing USS 70 juta.
Dana tersebut disalurkan melalui lembaga internasional seperti World Bank (WB), Asia Development Bank
(ADB), dan IFC. FIP untuk Indonesia disetujui oleh sidang subkomite pada 5 November 2012 di Istanbul, Turki.
Tujuannya untuk mengurangi kendala implementasi REDD+ dan meningkatkan kapasitas provinsi dan lokal
dalam pelaksanaan pengelolaan hutan lestari. Kegiatan ini sendiri melibatkan berbagai pemangku kepentingan
yang kini dalam proses persiapan di berbagai daerah, dan ditargetkan mulai terlaksana pada 2015--2019.

Terkait dengan implementasi REDD+ ini, pada dasarnya hal ini tidak jauh berbeda dengan dana reboisasi yang
pernah ada di masa orde baru. Persaoalan yang dihadapi oleh REDD+ ini juga sama, yaitu persoalan korupsi.
Jika dana REDD+ hilang akibat korupsi atau penyelewengan, negara-negara penerima akan gagal mencapai
target minimum luas tutupan hutan yang dilindungi yang dapat merusak aliran pendapatan dari Kredit karbon
yang berkelanjutan untuk jangka panjang.

Salah satu bentuk hibah kehutanan yang telah dilakukan adalah Perjanjian Penyaluran Hibah Tropical Forest
Conservation Act (TFCA) Kalimantan Siklus 1, senilai hampir Rp 40 miliar. Perjanjian ini merupakan salah satu
tahap dari proses tindak lanjut kerjasama antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia,
bermitra dengan The Nature Conservancy (TNC) dan Yayasan WWF-Indonesia. Kerjasama ini ditandatangani
tanggal 29 September 2011 lalu, dan membahas skema pengalihan utang sebesar USS 28,5 juta untuk
pendanaan  program  konservasi hutan tropis di  Indonesia, khususnya di  Kalimantan
(http://heartofborneo.or.id/id/news/detail/128/penyaluran-hibah-tfca-untuk-konservasi-hutan-di-
kalimantan#sthash.VChHarz2.dpuf, diakses 21 September 2014). Program TFCA Kalimantan pada dasarnya
memfasilitasi kegiatan konservasi, restorasi dan pemanfaatan hutan tropis secara berkelanjutan di Indonesia,
dengan mendukung Program Karbon Hutan Berau (PKHB) dan Program Heart of Borneo (HoB) di 4 kabupaten
target, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat; Kabupaten Kutai Barat, Mahakam Ulu dan
Kabupaten Berau di Kalimantan Timur. Program ini rencananya akan dijalankan hingga tahun 2019, melalui
penyaluran dana hibah oleh Yayasan KEHATI, sebagai administrator, kepada lembaga yang memenuhi syarat
teknis dan administrasi, serta mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas (Oversight Committee) — yang
terdiri dari 4 anggota tetap, yakni perwakilan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Amerika, TNC dan WWF-
Indonesia; serta 1 anggota tidak tetap dari lembaga yang ditunjuk oleh anggota.

MENINGKATKAN PERAN PERBANKAN

Meski masih banyak persoalan dalam investasi sektor kehutanan, namun bukan berarti tidak ada perbankan
yang mau terlibat dalam sektor ini. Dalam catatan Investor Daily, realisasi investasi di sektor kehutanan pada
2012 sedikitnya mencapai Rp 61,6 triliun. Rinciannya, investasi hulu di sektor kehutanan mencapai Rp 8,3
triliun yang terdiri atas pemberian izin atau konsesi atas Hak Pengusahaan Hutan (HPH) senilai Rp 6 triliun dan
pemberian konsesi atas Hutan Tanaman Industri (HTI) Rp 2,3 triliun. Lalu, investasi hilir di sektor kehutanan
berupa industri kayu berbasis kehutanan yang pada tahun lalu mencapai Rp 53,3 triliun.

Industri perbankan mendominasi pembiayaan dalam kegiatan industri berbasis lahan dan hutan di Indonesia.
Hingga akhir 2012, lima bank terbesar yang mendominasi pembiayaan industri berbasis hutan dan lahan
adalah Bank Mandiri, BCA, Panin Bank, BNI dan BRI. Sejauh ini PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan PT Bank
Mandiri Tbk telah menyalurkan kredit untuk sektor kehutanan dan perkebunan masing-masing Rp 1,96 triliun
dan Rp 2,23 triliun atau totalnya sekitar Rp 4,19 triliun. BRI, siap mendukung pengembangan sektor kehutanan
melalui penyaluran kredit kepada Perhutani sekitar Rp 1, 96 triliun. Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN
BRI Asmawi Syarn mengatakan, perseroan siap mendukung pembiayaan Perhutani sebagai bentuk sinergi
antar-BUMN. Perhutani dinilai sebagai BUMN yang sangat sehat karena mampu mencetak laba Rp 325,45
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millar, dan pendapatan Rp 3 triliun pada 2010. Menurut ANS Kosasih, melalui tambahan modal kerja dari BRI,
Perhutani dapat meningkatkan usaha, setidaknya bisa mencetak laba bersih Rp 1 triliun dalam 2-3 tahun.
Menurut Direktur Keuangan Perhutani ANS Kosasih, kredit dari BRI itu akan dipakai untuk belanja modal
(capital expenditure) sebesar Rp 964 miliar dan belanja operasional (operational expenditure) sekitar Rp 1
triliun.

Sedangkan dari Bank Mandiri, menurut Direktur Komersial dan Bisnis Bank Mandiri Sunarso, hingga April 2011
Bank Mandiri telah menyalurkan kredit perkebunan plasma dengan skema kredit pengembangan energi nabati
dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) sebesar Rp 2,23 triliun. Kredit tersebut disalurkan kepada 43 koperasi
yang mempunyai anggota sebanyak 28.545 petani dengan luas area kebun mencapai 55.987 hektare.
"Penyaluran KPEN-RP (Kementan) tumbuh 17,99% dibandingkan April tahun 2010 senilai Rp 1,89 triliun.

MELIHAT CAPAIAN

Perkembangan sektor kehutanan di Indonesia sendiri dalam kondisi yang memprihatinkan terutama sejak
akhir dekade 1990-an (Pramudya, Manurung & Patinasarany, 2014). Perkembangan Hutan Produksi di
Indonesia berdasarkan statistik kehutanan, luasan hutan produksi terus menurun dari 60 juta hektar pada
tahun 1992, menjadi kurang dari 40 juta hektar pada tahun 2000, dan kemudian merosot lagi menjadi 25 juta
hektar pada tahun 2010. Pada tahun 2012, kawasan hutan produksi hanya terdiri dari 9,4 juta hektar HPH aktif
dan 10 juta hutan tanaman dan hutan tanaman rakyat, sementara sisanya ialah 14,7 juta HPH tidak aktif.
Padahal sebelumnya HPH menyumbang secara signifikan untuk pertumbuhan Indonesia.

Kondisi ini menunjukkan secara jelas bahwa industri kehutanan menunjukkan kinerja yang kurang baik, yang
sebetulnay aneh karena Indonesia mempunyai kawasan hutan yang luas dan mempunyai keunggulan geografis
dari lokasi yang memungkinkan pemanenan sinar matahari secara terus menerus sepanjang tahun. Sementara
kondisi dunia malah menunjukkan trend peningkatan (Pramudya, Manurung & Patinasarany, 2014).
Peningkatan ini terjadi secara konsisten di negara-negara industri baru sementara di negara-negara industri
lama perkembangannya lebih stagnan. Perkembangan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Perkembangan Hutan Tanaman Dunia (1000 ha)

It || [Cina [|| 41950 || 54394 || 67.219||  77.157
2 Amerika Serikat 17.938 22.560 24.425 25.363
B | | Rusia [I| 12651 || 1536q || 16963 ||  16.991
4 Jepang 10.287 10.331 10.324 10.326
5 || India [1] 5.71¢| | | 7.167| | 9.48¢[ ||  10.211
6 Kanada 1.357 5.820 8.048 8.963
7 | | Polandia [1] 8.511] || 8.649) | | 8.767| | | 8.889)
8 Brasil 4.984 5.176 5.765 7.418
0 | | sudan [1] 5.424 || 5.639 | | 5.854 | | 6.068
10 Finlandia 4.393 4.956 5.904 5.904
11 || Perman [] 5.121 | | 5.283 || 5.283 | | 5.283]
12 Ukraina 4.637 4.755 4.787 4.846
13 | | [rhailand [] 2.668| | 3.111 || 3.444 || 3.986)
14 Swedia 2328 3.557 3.613 3.613
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15 | | Indonesia 1 111 3.672 | | 3.699 || 3.549
16 Vietnam 967 2.050 2.794 3.512

Sumber: The Global Forest Resources Assessments 2012 (dicantumkan pada Pramudya, Manurung &
Patinasarany, 2014)

TANTANGAN MASA KINI

Meski demikian, pertumbuhan investasi sektor kehutanan dinilai masih cenderung lambat. Hal ini disebabkan
beberapa persoalan. Salah satunya karena sektor kehutanan masuk dalam daftar negatif kredit bank.
Perbankan tidak mau memberi pinjaman untuk pengembangan sektor industri kehutanan, termasuk di
dalamnya Hutan Tanaman Industri (HTI), karena bank menilai sektor ini berisiko sangat tinggi. Penyebabnya
antara lain konflik lahan yang belum selesai, terbatasnya tenaga kerja dan izin pembukaan hutan tanaman
rakyat. Konflik lahan yang melibatkan perambah hutan pada tahun 2012 terjadi di Sarolangun dan Batanghari,
Jambi sekelompok masyarakat yang mengklaim sebagai masyarakat adat setempat membangun kebun sawit di
kawasan hutan dengan kuas lebih dari 8.000 hektare, padahal kawasan tersebut dibebani izin oleh kemenhut
untuk direstorasi.Sementara itu, di Pulau Padang, Riau, konflik lahan membuat pembangunan hutan tanaman
terganggu dan belum dapat beroperasi yang mana kelompok-kelompok yang mengatasnamakan masyarakat
bahkan sempat melakukan penyanderaan dan pembunuhan terhadap pekerja pengelola hutan tanaman.

Dari sisi ekonomi makro, perlambatan ini juga melihat target pertumbuhan ekonomi skala nasional yang telah
direvisi. Pemerintah memilih mengembangkan industri berbasis kerakyatan dibanding membuka peluang
investasi baru secara besar-besaran. Selain itu menurut Ketua Umum APHI Sugiono menyatakan salah satu
hambatan soal pendanaan adalah soal periode waktu investasi yang panjang panjang dengan resiko yang tinggi
seperti terjadinya kebakaran, perambahan, bencana alam. Hal ini mengakibatkan bank dapat menghadapi
risiko kegagalan kredit. Karena nasabah perusahaan yang melanggar peraturan lingkungan, korupsi,
penggelapan pajak akan menjadi nasabah yang tidak dapat diandalkan pada saat diwajibkan membayar
angsuran kredit.

Dari sisi kepemilikan lahan, pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan (IUPHHK) diberi akses mengelola
hutan dengan jangka waktu hingga 60 tahun, jauh lebih lama dibandingkan hak pengelolaan lahan seperti HGU
yang hanya 25 tahun. Menurut Ketua Umum APHI Sugiono pendanaan dan investasi di sektor hulu kehutanan
perlu mendapatkan prioritas pendanaan dengan menempatkan industri ini sebagai green investment, sehingga
bisa mendapatkan dukungan dari perbankan dan lembaga keuangan, baik domestik maupun internasional.

Dari sisi eksternal perlambatan investasi kehutanan juga tidak terlepas dari dampak krisis ekonomi global.
Salah satunya disebabkan menurunnya jumlah permintaan ekspor produk hasil kayu ke dua pasar utama yaitu
Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa yang ikut terkena dampak krisis.Sebelum krisis global terjadi di tahun 2012
lalu, krisis serupa pernah terjadi di tahun 2008-2009. Tidak hanya industri pengolahan kayu yang terkena
dampak dari lesunya pasar, tetapi perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK).
Masalah berat lainnya adalah perusahaan mau tidak mau melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Cara ini
dilakukan untuk meminimalisasi kerugian dari biaya produksi yang cukup banyak.

Satu hal yang penting tekait dengan pendanaan seperti tersebut diatas adalah adanya kebijakan pemerintah
terkait dengan penggunaan dana asing untuk restorasi ekosistem. Kementerian Kehutanan membatasi aliran
dana asing untuk investasi hutan restorasi ekosistem (RE) demi menjaga kedaulatan pengelolaan hutan. Dana
asing yang tidak boleh menjadi sumber pendanaan adalah yang berupa dana publik dari negara lain. Jadi hibah
atau pinjaman dari sebuah negara, tidak boleh dimanfatkan untuk pengelolaan restorasi ekosistem. Larangan
pemanfaatan dana asing untuk pengelolan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) RE tertuang
dalam Peraturan Menteri kehutanan No.P.31 tahun 2014 pasal 20 ayat 2. Pemanfaatan dana yang bersumber

dari luar negeri masih diperkenankan sepanjang berupa dana privat. Hadi menjelaskan, kebijakan tersebut
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tidak lepas dari kebijakan yang diatur oleh Kementerian Keuangan, dimana dana hibah atau pinjaman dari
sebuah negara harus disalurkan melalui tangan pemerintah lewat APBN. Kebijakan tersebut juga menjamin
kedaulatan pengelolaan hutan. Tujuannya adalah mencegah negara tersebut mengklaim telah melakukan aksi
pengurangan emisi gas rumah kaca. Berdasarkan data Kemenhut, sampai semester pertama 2014 telah ada 13
unit IUPHHK RE dengan luas areal pengelolan 475.823 hektare dan menelan investasi USS105 juta. Skema
IUPHHK RE dikembangkan Kemenhut untuk mendorong pengelolaan kawasan hutan produksi untuk tujuan
rehabilitasi sehingga bisa dimanfaatkan melalui pasar karbon. (http://m.jurnas.com/news/146777/Investasi-
Asing-Hutan-Restorasi-Dibatasi--2014/1/Ekonomi/Ekonomi/#sthash.S8hKbrim.dpuf, diakses 21 September
2014).

Secara umum jika dilihat mengenai investasi dan pembiayaan sektor kehutanan terlihat bahwa pengembangan
industri kehutanan, terutama pengembangan hutan tanamanan industri (HTI) di Indonesia, masih terhambat
oleh kendala permodalan. Hingga memerlukan lembaga pembiayaan kehutanan. Pemerintah saat ini
menyalurkan dana bergulir lewat Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H)di bawah Kementerian
Kehutanan untuk mengatasi kendala ini. Pada 2012 ditargetkan penyaluran dana sebesar Rp 744,97 miliar
untuk lahan seluas 80 ribu hektare. Namun, sampai saat ini, penyaluran dana masih jauh di bawah dana yang
disediakan. Badan Layanan Umum P3H baru menyalurkan dana sebesar Rp 7,19 miliar untuk lahan kehutanan
seluas 850 hektare, yang dimiliki 69 unit izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) hutan tanaman
dan hutan hak.

Pertumbuhan investasi sektor kehutanan yang cenderung lambat disebabkan beberapa hal. Salah satunya
karena karena sektor kehutanan masuk dalam daftar negatif kredit bank. Perbankan tidak mau memberi
pinjaman untuk pengembangan sektor industri kehutanan, termasuk di dalamnya Hutan Tanaman Industri
(HTI). Karena bank menilai sektor ini berisiko sangat tinggi. Penyebabnya antara lain konflik lahan yang belum
selesai, terbatasnya tenaga kerja dan izin pembukaan hutan tanaman rakyat. Konflik lahan yang melibatkan
perambah hutan pada tahun 2012 terjadi di Sarolangun dan Batanghari, Jambi sekelompok masyarakat yang
mengklaim sebagai masyarakat adat setempat membangun kebun sawit di kawasan hutan dengan kuas lebih
dari 8.000 hektare, padahal kawasan tersebut dibebani izin oleh kemenhut untuk direstorasi.Sementara itu, di
Pulau Padang, Riau, konflik lahan membuat pembangunan hutan tanaman terganggu dan belum dapat
beroperasi yang mana kelompok-kelompok yang mengatasnamakan masyarakat bahkan sempat melakukan
penyanderaan dan pembunuhan terhadap pekerja pengelola hutan tanaman.

Dari sisi ekonomi makro, perlambatan ini juga melihat target pertumbuhan ekonomi skala nasional yang telah
direvisi. Pemerintah memilih mengembangkan industri berbasis kerakyatan dibanding membuka peluang
investasi baru secara besar-besaran. Selain itu menurut Ketua Umum APHI Sugiono menyatakan salah satu
hambatan soal pendanaan adalah soal periode waktu investasi yang panjang panjang dengan resiko yang tinggi
seperti terjadinya kebakaran, perambahan, bencana alam. Hal ini mengakibatkan bank dapat menghadapi
risiko kegagalan kredit. Karena nasabah perusahaan yang melanggar peraturan lingkungan, korupsi,
penggelapan pajak akan menjadi nasabah yang tidak dapat diandalkan pada saat diwajibkan membayar
angsuran kredit.

Dari sisi kepemilikan lahan, pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan (IUPHHK) diberi akses mengelola
hutan dengan jangka waktu hingga 60 tahun, jauh lebih lama dibandingkan hak pengelolaan lahan seperti HGU
yang hanya 25 tahun. Menurut Ketua Umum APHI Sugiono pendanaan dan investasi di sektor hulu kehutanan
perlu mendapatkan prioritas pendanaan dengan menempatkan industri ini sebagai green investment, sehingga
bisa mendapatkan dukungan dari perbankan dan lembaga keuangan, baik domestik maupun internasional.

Sebagai upaya peningkatan investasi sektor kehutanan pemerintah sendiri menjamin kepastian hukum bagi
setiap investasi di sektor kehutanan di Indonesia dan akan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan hukum
terhadap adanya konflik lahan atau perambahan. Pada kasus konflik dan perambahan sudah sudah jelas sanksi
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hukumnya. UU No.41/1999 tentang Kehutanan memberi ancaman yang tegas dan cukup keras bagi perambah
hutan. Berdasarkan UU, mereka yang menduduki kawasan hutan tanpa izin diancam hukuman maksimal 10
tahun dan denda Rp 5 miliar.

Meski masih banyak persoalan dalam investasi sektor kehutanan, namun bukan berarti tidak ada perbankan
yang mau terlibat dalam sektor ini. Dalam catatan Investor Daily, realisasi investasi di sektor kehutanan pada
2012 sedikitnya mencapai Rp 61,6 triliun. Rinciannya, investasi hulu di sektor kehutanan mencapai Rp 8,3
triliun yang terdiri atas pemberian izin atau konsesi atas Hak Pengusahaan Hutan (HPH) senilai Rp 6 triliun dan
pemberian konsesi atas Hutan Tanaman Industri (HTI) Rp 2,3 triliun. Lalu, investasi hilir di sektor kehutanan
berupa industri kayu berbasis kehutanan yang pada tahun lalu mencapai Rp 53,3 triliun.

Industri perbankan mendominasi pembiayaan dalam kegiatan industri berbasis lahan dan hutan di Indonesia.
Hingga akhir 2012, lima bank terbesar yang mendominasi pembiayaan industri berbasis hutan dan lahan
adalah Bank Mandiri, BCA, Panin Bank, BNI dan BRI. Sejauh ini PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan PT Bank
Mandiri Tbk telah menyalurkan kredit untuk sektor kehutanan dan perkebunan masing-masing Rp 1,96 triliun
dan Rp 2,23 triliun atau totalnya sekitar Rp 4,19 triliun. BRI, siap mendukung pengembangan sektor kehutanan
melalui penyaluran kredit kepada Perhutani sekitar Rp 1, 96 triliun. Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN
BRI Asmawi Syarn mengatakan, perseroan siap mendukung pembiayaan Perhutani sebagai bentuk sinergi
antar-BUMN. Perhutani dinilai merupakan BUMN yang sangat sehat karena mampu mencetak laba Rp 325,45
millar, dan pendapatan Rp 3 triliun pada 2010. Menurut ANS Kosasih, melalui tambahan modal kerja dari BRI,
Perhutani dapat meningkatkan usaha, setidaknya bisa mencetak laba bersih Rp 1 triliun dalam 2-3 tahun.
Menurut direktur Keuangan Perhutani ANS Kosasih, kredit dari BRI itu akan dipakai untuk belanja modal
(capital expenditure) sebesar Rp 964 miliar dan belanja operasional (operational expenditure) sekitar Rp 1
triliun.

Sedangkan dari Bank Mandiri, menurut Direktur Komersial dan Bisnis Bank Mandiri Sunarso, hingga April 2011
Bank Mandiri telah menyalurkan kredit perkebunan plasma dengan skema kredit pengembangan energi nabati
dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) sebesar Rp 2,23 triliun. Kredit tersebut disalurkan kepada 43 koperasi
yang mempunyai anggota sebanyak 28.545 petani dengan luas area kebun meneapai 55.987 hektare.
"Penyaluran KPEN-RP tumbuh 17,99% dibandingkan April tahun 2010 senilai Rp 1,89 triliun.

3.2. SEJARAH PENDANAAN SEKTOR PERKEBUNAN

ERA PERDAGANGAN KUNO

Perkebunan merupakan model pengelolaan tanaman kebun yang dikembangkan selama masa kolonialisme.
Sebelumnya, berbagai komoditas pertanian Nusantara telah terkenal di seantero dunia ditanam sebagai
tanaman ladang. Berbagai komoditas ini semula dikembangkan dalam sistem kebun (garden system), namun
Pemerintah kolonial mendorong sistem pertanian komersial (commercial agriculture) yang didirikan dan
dikelola oleh korporasi kapitalis dengan sistem perkebunan Eropa (European plantation) (Kartodirjo dan
Suryo,1991). Sistem kebun biasanya merupakan usaha kecil yang tidak padat modal dengan menggunakan
lahan terbatas serta sumber tenaga kerja bertumpu pada anggota keluarga (family farming); biasanya usaha
kebun ini kurang berorientasi pasar karena lebih berorientasi untuk memenuhi kebutuhan subsisten. Secara
berbeda, sistem perkebunan diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks, bersifat
padat modal dengan menggunakan areal pertanahan yang luas, organisasi tenaga kerja besar, pembayaran
yang mengandalkan tatabuku terinci, mempekerjakan tenaga upahan (wage labour), hubungan kerja yang
sistematis dan penggunaan teknologi modern; dengan berorientasi untuk menghasilkan komoditas ekspor
yang bersaing di pasar diadopsi spesialisasi, sistem administrasi dan birokrasi, serta penanaman tanaman
komersial (commercial crops).
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Selama tiga abad terakhir, berbagai jenis ekspor komoditas Indonesia berkembang sejalan dengan
perkembangan permintaan komoditas tropis dan introduksi dari berbagai tanaman eksotis dari berbagai area
tropis dari silang berbagai belahan dunia (Pelzer,1963). Bangsa Portugis dan Spanyol melakukan introduksi
tanaman-tanaman seperti jagung, singkong, ubi jalar, tembako, lada merah dan berbagai jenis buah-buahan
dan sayur-sayuran. Proses komersialisasi berbagai komoditas pertanian tropis ini mendorong Bangsa Belanda
untuk penguasaan daerah penghasil (Kartodirjo dan Suryo,1991). Bagungan Perseroan Dagang India Timur
atau VOC. VOC mendapatkan hak istimewa untuk berdagang oleh Staten-General Republik Kesatuan Tujuh
Provinsi dengan daerah kekuasaan dari Tanjung Harapan (Afrika Selatan) sampai ke Kepulauan Salomon. VOC
membangun pangkalan angkatan laut, pusat gudang perdagangan, dan pusat pemerintahan yang menjadi
basis aksi perang, diplomasi dan berdagang dalam rangka merebut dominasi perdagangan dari Portugis dan
Spanyol. Penguasaan perdagangan dilakukan melalui penaklukan dengan kekerasan (seperti di Banda), kontrak
monopoli (seperti di Ternate), dan persetujuan perdagangan bebas seperti yang dilakukan dengan raja dan
bangsawan di berbagai tempat lainnya. Dengan politik monopoli VOC, ekspor rempah-rempah ke Eropa
melimpah yang mengakibatkan anjloknya harga di pasaran internasional. Menghadapi berbagai perlawanan
yang timbul karena banyak rakyat pribumi yang merasa dirugikan oleh penguasaan ini, maka VOC melancarkan
politik militer yang bertujuan memantapkan sistem eksplitasi sumberdaya komoditas perdagangan di daerah
yang telah dikuasai secara maksimum. VOC memberlakukan sistem penyerahan wajib dan sistem kontigensi,
serta pengembangan komoditas baru seperti kopi dan tebu yang dianggap memiliki prospek perdagangan yang
bagus di abad XVIII.

Sistem penyerahan wajib VOC berakhir ketika pendudukan Inggris yang mengganti sistem tersebut dengan
sistem sewa tanah (land rent). Namun demikian, selanjutnya terlihat bahwa sistem sewa tanah yang
dilaksanakan di Hindia Belanda tidak cukup memotivasi petani pedesaan untuk memproduksi tanaman ekspor.
Padahal, Negeri Belanda mengalami permasalahan utang yang tidak dapat ditanggulangi dari dalam negeri
sehingga memotivasi peningkatan pendapatan dari negeri-negeri jajahan (Kartodirjo dan Suryo,1991).
Dilatarbelakangi masalah ini, dicetuskan sistem tanam paksa atau Cultuurstelsel pada tahun 1830 yang
menggabungkan sistem penyerahan wajib dengan sistem sewa tanah di mana pajak yang dikenakan bukan
dibayar dengan uang lagi tapi dengan barang yang berupa hasil produksi pertanian mereka. Rakyat akan
dipaksa untuk menanam tanaman penghasil komoditas ekspor — yang pada saat itu didominasi oleh kopi — di
tanah mereka dan menyerahkan hasilnya ke pemerintah. Namun, rakyat dibebaskan dari berbagai pajak yang
dikenakan, kecuali pajak-pajak tradisional yang berlangsung pada struktur kekuasaan lokal.

ERA KAPITALISME PERKEBUNAN MASA HINDIA BELANDA

Bangsa Belanda melakukan introduksi dari berbagai tanaman produksi (Pelzer,1963). Tanaman kopi dibawa ke
Jawa Barat oleh Bangsa Belanda pada abad ketujuh belas, yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah
kepulauan Nusantara. Teh, kina, karet, sawit, sisal, abaca dan berbagai tanaman produksi lainnya mencapai
Hindia Belanda pada abad kesembilanbelas dan keduapuluh, selama masa keemasan perkebunan di
Indonesia. Perkebunan berkembang secara cepat di masa kolonial dengan didukung oleh kebijakan agraria,
ekonomi dan fiskal yang didorong oleh pemerintah Hindia Belanda setelah tahun 1870. Pemerintah Hindia
Belanda mendorong perkembangan perkebunan, dengan menarik terjadinya penanaman modal baik dari
Belanda sendiri maupun dari negara-negara lain di Eropa serta Amerika Serikat.

Memasuki paro kedua abad XIX, perekonomian Belanda sudah menginjak proses industrialisasi yang
memungkinkan pembentukan modal (Kartodirjo dan Suryo,1991). Kondisi politik Belanda saat itu didominasi
oleh ideologi liberal yang mendorong berkembangnya berbagai perusahaan swasta. Ekspansi modal ke negara
jajahan termasuk Hindia Belanda dimungkinkan dengan Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang
memungkinkan pengusaha swasta membeli tanah yang tidak diusahakan oleh rakyat. Tumbuhnya usaha-usaha
perkebunan diharapkan dapat menciptakan pasar tenaga kerja yang akan menyerap tenaga kerja dari Jawa
yang padat penduduk ke Sumatera yang menyediakan pekerjaan dengan sistem kontrak.
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Perkebunan di Hindia Belanda berkembang terus dengan berbagai komoditasnya. Pada tahun 1930 luasan
kebun dari berbagai komoditas yang dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini (Furnivall,1976),
dengan posisi luasan perkebunan terbesar ialah untuk karet, kemudian diikuti secara berturut-turut oleh gula,
kopi, teh dan kelapa sawit.

Tabel 2: Komoditas Perkebunan Utama di Hindia Belanda, 1930

Komoditas Jumlah Perkebunan Luasan (Ribu hektar)
Karet 1112 573,0
Gula 179 198,0
Kopi 431 130,3
The 323 126,9
Sawit 48 61,2
Tembakau 117 52.6
Kelapa 698 51,6
Rami 27 20,3
Kina 125 19,0
Kapok 140 17,6
Sisal 20 12,5

Sumber: Furnivall (1976), dimodifikasi

Pada pertengahan tahun 1920an Indonesia telah mantap sebagai produsen karet utama dunia dan Jawa
menyumbang setengahnya dan dari setengah yang dihasilkan di luar Jawa 3/5-nya diproduksi oleh pekebun
kecil (Booth,1988). Sementara industri gula malah kolaps memasuki tahun 1930an. Secara umum, sektor
perkebunan di Hindia Belanda mulai mengalami kemunduran sejak tahun 1930, yang dipicu oleh resesi dunia
pada saat itu.

ERA PERGOLAKAN

Selama Perang Dunia Kedua dan Perang Kemerdekaan, produksi hampir seluruh komoditas perkebunan
merosot dengan kemerosotan yang paling parah terjadi pada perkebunan-perkebunan besar milik asing
karena para manajernya meninggalkan Hindia Belanda atau masuk ke kamp tawanan Jepang (Booth,1988).
Pada periode-periode ini, para pekebun kecil mengambil alih peran yang dapat ditunjukkan berdasarkan
statistik pada tahun 1960 bahwa hampir 70% dari total nilai perdagangan perkebunan berasal dari pekebun
kecil. Dengan pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tahun 1949, berbagai perkebunan milik pemerintah
Belanda diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia.

ERA AWAL SESUDAH KEMERDEKAAN

Semula perkebunan-perkebunan ini menjadi andalan bagi pendapatan negara Indonesia dengan
perkembangan harga yang baik. Namun demikian kondisi ini tidak bertahan lama, karena memasuki
pertengahan tahun 1950an pasar dunia hancur bersamaan dengan terjadinya Perang Korea (Mackie,1971).
Kemerosotan output sektor perkebunan memburuk setelah nasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan
Belanda pada akhir 1957 (Booth,1988). Berbagai faktor dapat diungkapkan sebagai penyebabnya
(Mackie,1971):

1. Tanamanyang menua sementara peremajaan dilakukan sangat lambat sebelum tahun 1958. Tanaman
karet dapat dikatakan sudah habis masa produksinya setelah dieksploitasi selama 40 tahun (sejak
perkebunan karet dibuka tahun 1930an) padahal produktivitasnya turun setelah 25 tahun. Peremajaan
tidak mungkin dilaksanakan dengan pecahnya perang sementara setelah kemerdekaan banyak
perusahaan-perusahaan asing menunggu kepastian hukum atas sewa lahan mereka. Peremajaan
perkebunan selalu merupakan program yang membutuhkan banyak investasi sementara sewa laahn
mereka rata-rata habis pada tahun 1960an dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai sewa ke
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depan yang akan diberikan dalam jangka waktu yang lebih pendek dipandang tidak memberikan landasan
kepastian untuk investasi ke depan. Akibatnya laju peremajaan hanya terjadi kurang dari 2% dari total area
perkebunan selama awal tahun 1950an. Memasuki tahun 1960an, pemerintah juga makin mengurangi
pendanaan sehingga tidak memadai untuk peremajaan.

2. Ketidakpastian sewa lahan sehingga menghalangi investasi perkebunan dan peningkatan efisiensi melalui
perawatan kebun yang lebih baik. Aktivitas-aktivitas penelitian juga jauh berkurang sehingga posisi
Indonesia didahului oleh Malaya walaupun Indonesia sebelumnya jauh lebih unggul dibandingkan Malaya
dalam hal teknik dan efisiensi produksi. Belakangan bahkan Indonesia mengimpor bibit unggul dari Malaya
walaupun bukan merupakan solusi ideal karena perbedaan kondisi geografis di Malaya dengan Sumatra
dan Jawa. Hak sewa lahan akhirnya diselesaikan berdasarkan UU Agraria 1960 dengan kondisi yang
dipandang merugikan oleh perkebunan-perkebunan besar yang memberikan maksimum ‘hak eksploitasi’
maksimum 20 tahun (dan efektifnya akan berlaku di bawah 15 tahun) dan dengan kewajiban
menyerahkan 1/3 dari konsesi kepada pemerintah. UU Agraria ini dipandang tidak memungkinkan
perusahaan-perusahaan perkebunan asing beroperasi.

3. Pemukiman liar di lahan-lahan perkebunan, yang sebenarnya mulai terjadi sejak pecahnya perang, dan
para pemukim ini sulit untuk diusir lagi. Untuk perkebunan tembakau dampak dari pemukiman liar ini
cukup serius namun untuk perkebunan karet mengakibatkan banyaknya penyadapan liar yang merusak
pohon karena tidak memperhatikan aspek-aspek manajemen kebun yang baik. Penggundulan lahan,
pendangkalan sungai dan saluran pengering, serta peningkatan tabel air di sepanjang lahan-lahan dataran
rendah Sumatra Timur juga menurunkan nilai perkebunan. Sementara di kawasan perbukitan Sumatra
Timur dan Barat muncul gangguan keamanan dengan pecahnya pemberontakan bersenjata PRRI.

4. Masalah perburuhan cukup mengganggu pada awal 1950an walaupun gangguan yang ditimbulkan
berkurang sejak mogok pada perusahaan-perusahaan vital diijinkan. Permintaan akan kenaikan upah
bersamaan dengan penurunan produktivitas merupakan hal yang umum terjadi. Belakangan perkebunan-
perkebunan mempunyai daya tawar yang lebih baik walaupun dengan upah yang relatif rendah tapi
adanya fasilitas pangan dan perumahan menjadikannya menarik bagi para buruh. Namun demikian
perkebunan-perkebunan di wilayah Sumatera menghadapi kesulitan tenaga kerja karena tidak
diteruskannya skema transmigrasi dari Jawa. Masalah lain yang muncul ialah penurunan produktivitas dan
disiplin kerja karena upah yangterlalu rendah dengan keengganan pemerintah membiarkan biaya operasi
meningkat. Perkebunan-perkebunan di Sumatra mencoba menyelesaikannya dengan pekerja kontrak yang
berdampak pada penurunan efisiensi.

5. Masalah sumber daya manusia (SDM), pertama-tama untuk perusahaan-perusahaan asing untuk
mempertahankan tingkat kompetensi seperti jaman sebelum perang, dan kemudian untuk perkebunan-
perkebunan yang sudah dinasionalisasi untuk mengisi posisi-posisi lowongnya staff teknis yang
ditinggalkan oleh orang-orang Belanda. Hanya sedikit orang Indonesia yang dipromosikan di atas jabatan
mandor selama masa kolonial. Bahkan pada tahun 1950an perusahaan-perusahaan Belanda umumnya
enggan melaksanakan Indonesianisasi, yang kentara dengan jumlah promosi staff Indonesia yang sangat
kecil dengan argumen yang tendensius bahwa hanya sedikit orang Indonesia yang mampu. Menghadapi
hal ini, pemerintah Indonesia membalas dengan mempersulit para pekerja Belanda memperoleh visa
masuk. Hal ini kemudian dianggap sebagai masalah serius oleh para pemilik perkebunan Belanda pada
tahun 1950an. Lambannya Indonesianisasi telah meninggalkan warisan yang merusak sejak 1958
bersamaan dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda di mana kelangkaan staff
Indonesia yang memiliki pengalaman manajerial yang memadai dan pelatihan teknis yang siap untuk
dipromosikan untuk posisi-posisi senior.
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6. Pajak perusahaan yang tinggi dan remisi profit (ke negara asal investor) yang terus ditunda-tunda
menghalangi niat berinvestasi sampai tahun 1953. Akibatnya, perkebunan-perkebunan yang biasanya
mengandalkan efisiensi jangka panjang berubah mengejar keuntungan secara cepat untuk pengembalian
modal dan minimalisasi biaya, Di sisi lain, bilamana mereka memperoleh pendapatan rupiah yang tidak
bisa ditransfer keluar maka akan digunakan untuk peremajaan dengan harapan diperolehnya manfaat
dalam jangka panjang. Kepemilikan pemerintah tidak berhasil untuk membalik trend disinvestasi karean
pemerintah sendiri sangat berharap memperoleh pendapatan secara cepat dari perkebunan-perkebunan
mereka sehingga modal yang disisihkan untuk investasi menjadi sangat kecil.

Bersamaan dengan memanasnya hubungan Indonesia dengan Belanda sehubungan dengan status Papua
Barat, pada tahun 1957 Pemerintah Indonesia mulai melakukan langkah-langkah drastis untuk menasionalisasi
perusahaan-perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh swasta Belanda. Pada tahun 1961, perkebunan-
perkebunan ini digabungkan di bawah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara (BPU-PPN).
BPU-PPN mengelompokkan berbagai perkebunan — baik itu yang semula dimiliki oleh Pemerintah Belanda
maupun perusahaan-perusahaan swasta yang dinasionalisasi — menjadi 34 kelompok perusahaan. Pada tingkat
provinsi, cabang-cabang dari BPU-PPN didirikan. Kenyataannya, peralihan kepemilikan menjadi perkebunan
negara ini memberikan iklim berusaha yang lebih kondusif. Bilamana sebelum menjadi perkebunan milik
negara, operasi perkebunan-perkebunan ini menghadapi berbagai masalah seperti pemogokan buruh dan
pendudukan lahan oleh masyarakat, setelah menjadi perkebunan milik negara aksi-aksi semacam ini dilarang
(Booth,1988). Namun demikian, iklim berusaha yang lebih baik ini tidak cukup untuk mengangkat kinerja
sektor perkebunan karena manajemen tidak memiliki kekuatan dalam menghadapi penyelundupan hasil kebun
yang merajalela. Dalam rangka mengkonsolidasi, mereorganisasi dan menguatkan lebih lanjut, Pemerintah
Indonesia membentuk Kementerian Perkebunan pada Agustus 1964 yang bekerja sampai bulan Oktober 1967.

ERA PEMBANGUNAN ORDE BARU

Kemunculan rezim Orde Baru mengubah banyak hal dalam peran pemerintah kepada sektor perkebunan. Niat
untuk membangun sektor perkebunan didasarkan pada peningkatan kepedulian akan potensi sektor
perkebunan untuk menggalang valuta asing yang diperlukan untuk pembangunan. Namun niatan ini terhalang
oleh tidak adanya skema kredit jangka panjang dari dalam negeri. Untuk ini pemerintah berusaha meyakinkan
pendanaan luar negeri dari bank pembangunan.

Pemerintah Indonesia berhasil mendapat dukungan dari Bank Dunia untuk program penguatan perkebunan
pada tahun 1967 (Badrun,2010). Penguatan perkebunan ini pertama-tama akan ditargetkan kepada
perusahaan perkebunan negara. Bank Dunia menuntut persyaratan umum yang cukup ketat, detail dan teliti
dengan adanya persyaratan kelayakan fisik dan teknis serta pengkajian mendalam atas kemampuan teknis dan
kemampuan keuangan perusahaan. Pada tahapan pertama, yaitu tahun 1969-1972 dilaksanakan program
bantuan kredit kepada 7 PTP untuk memperkuat perusahaan tersebut. Bersamaan dengan itu dipikirkan
bersama untuk mengembangkan perusahaan perkebunan secara terintegrasi dengan para pekebun kecil,
sehingga menurunkan ketegangan yang terjadi selama ini antara penguasaan lahan secara luas oleh
perusahaan perkebunan dengan masyarakat miskin yang tinggal di sekitar (dan sebagian sudah menduduki)
kawasan perkebunan. Bank Dunia melalui lembaga IDA memberikan kredit keapda perusahaan perkebunan
negara sebesar USS 59 juta. Penguatan pekebunan milik negara ini dilanjutkan dengan pemberian kredit Bank
Dunia/IDA untuk proyek North Sumatra Smallholder Development Project (NSSDP)/P3RSU) di Sumatra Utara.
Program kredit ini menjadi cikal bakal pola UPP (Unit Pelayanan Pengembangan). Pada pola UPP,
pengembangan perkebunan rakyat dilakukan oleh petani sendiri dengan penerapan paket teknologi baku
disertai pembinaan dan pendampingan oleh unit pelayanan yang dibentuk secara khusus. Sementara di Jawa
Barat dilaksanakan pemberian kredit Bank Dunia dalam program Private Estate and Smallholder Tea
Development Project (PES-Tea) yang mencakup kegiatan pengembangan teh rakyat dan pembangunan pabrik

teh. PES-Tea ini menjadi cikal-bakal pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat). Pada PIR, pengembangan perkebunan
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rakyat di wilayah bukaan baru dengan menerapkan paket teknologi baku untuk calon petani yang didatangkan
dari daerah lain dan disediakan paket fasilitas pemukiman lengkap. Para petani ini kelak akan bekerjasama
dengan perusahaan besar tersebut yang ditunjuk sebagai inti. Baik UPP dan PIR idenya berasal dari pihak
pemerintah Indonesia yang kemudian dimatangkan dalam diskusi intensif dengan Bank Dunia. Pada awalnya
fasilitas kredit hanya berasal dari Bank Dunia. Belakangan, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank
Pembangunan Jerman (kfW) mengikuti langkah Bank Dunia untuk memberikan pinjaman terhadap program
ini.

Mulai tahun 1977 pola PIR dikembangkan secara luas (Badrun,2010). Program ini ditandai dengan
penandatanganan persetujuan pinjaman untuk proyek Nucleus Estate Smallholders (NES) | untuk
pengembangan komoditas karet di Aloimerah provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Tebenan di Provinsi
Sumatera Selatan. Pola pendanaan PIR mengikuti pola perkreditan untuk proyek PRPTE (Peremajaan,
Rehabilitasi, Perluasan Tanaman Ekspor). Proyek NES untuk pengembangan perkebunan sawit baru dilakukan
sekitar awal tahun 80-an melalui proyek NES IV Betung. Dalam perkembangan selanjutnya, proyek PIR
didominasi oleh komoditas sawit dan karet dengan kecenderungan belakangan ialah makin meningkatnya
luasan perkebunan sawit.

Proyek PIR didukung oleh mekanisme pendanaan yang komprehensif (Badrun,2010). Pekerjaan-pekerjaan
konstruksi fisik dibiayai dari anggaran negara berdasarkan persetujuan dari Bappenas, Departemen Keuangan
dan Bank Indonesia berdasarkan usulan dari Departemen Pertanian. Berdasarkan persetujuan ini, Departemen
Pertanian menunjuk perusahaan perkebunan negara untuk menjadi pelaksana sekaligus perusahaan inti.
Pembiayaan kebun-kebun plasma miik petani dilakukan di luar mekanisme anggaran negara, yaitu melakui
mekanisme pembiayaan proyek yang mewajibkan para petani terikat dalam perjanjian kredit dengan bank-
bank yang ditunjuk sebagai bank pelaksana. Bank-bank pelaksana yang ditunjuk, walaupun terdiri dari bank-
bank milik pemerintah, pada awalnya tidak tertarik untuk melaksanakan skema ini. Mereka tidak mau
mengambil risiko untuk membiayai proyek yang pada kenyataan di lapangan belum ada sama sekali. Oleh
karena itu Direktorat Jendral Perkebunan mengambil risiko dengan menandatangani perjanjian kredit dengan
bank-bank pelaksana sehingga proyek PIR bisa dimulai. Selama pelaksanaan pembangunan kebun, pemerintah
mencairkan subsidi kredit.

Pelaksanaan proyek PIR dilaksanakan dalam 2 tahapan (Badrun,2010). Kedua tahapan tersebut yaitu (1)
pembangunan perkebunan plasma serta fasilitasnya dan (2) pembayaran kredit. Antara kedua tahapan ini,
ketika petani plasma menandatangani perjanjian kredit dengan bank pelaksana disebut dengan tahapan
konversi. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi untuk konversi, pertama ialah kesiapan para petani plasma
untuk tinggal dan bekerja di lokasi perkebunan serta menandatangani perjanjian kredit dan kontrak dengan
perusahaan inti, serta kedua ialah tanaman perkebunan sudah memasuki standard produksi. Bilamana
sebelum konversi risiko kredit menjadi beban pemerintah, maka setelah konversi pemerintah hanya
bertanggungjawab pada 70% dari total kredit sementara 30%-nya menjadi tanggung jawab bank pelaksana
(25%) dan Bank Indonesia (5%). Bunga pinjaman sebelum konversi sebesar 10,5% yang dibayarkan oleh
pemerintah, dan setelah konversi bunga pinjaman dibayarkan oleh pekebun kecil dengan subsidi bunga 4,5%
dari pemerintah. Dengan terjadinya konversi, kepemilikan tanah beralih pada pekebun walaupun sertifikatnya
masih ditahan oleh bank sampai kredit dilunasi. Pembayaran kredit tepat waktu menjadi salah satu indikator
sukses dari Proyek PIR, yang dapat dijamin sepanjang kebun-kebun memenuhi tingkatan produksi optimum.
Untuk mempermudah pengangsuran kredit, penagihan kredit tidak dilakukan kepada para pekebun kecil
secara sendiri-sendiri, namun melalui Koperasi Unit Desa (KUD). KUD memperoleh fee sebesar 0,2-0,25% dari
jumlah angsuran yang bisa disetorkan ke bank. Ketika para pekebun sudah melunasi kreditnya, mereka dapat
membawa sertifikat tanahnya ke bank dan pada dasarnya bebas menjual hasil kebunnya kepada siapa pun.
Dalam hal ini sering terjadi kecurigaan adanya upaya menahan para pekebun untuk menjamin keberlanjutan
pasokan kepada perusahaan inti.
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Monitoring proyek berjalan menemukan bahwa pihak bank sebenarnya kurang tertarik untuk
mengimplementasikan sekma kredit khususnya untuk memastikan pembayaran kredit tepat waktu
(Badrun,2010). Berbagai masalah juga dikeluhkan oleh pihak perbankan karena koordinasi kerjasama lintas
sektoral yang kurang baik, kesiapan petani dan lemahnya kelembagaan koperasi (Prawiranata,1996). Dengan
masalah-masalah ini pemerintah harus terus menerus membayar subsidi suku bunga sementara kredit dari
Dirjen Perkebunan tidak pernah selesai. Akhirnya Bank Indonesia belakangan diundang untuk mencairkan
kredit likuiditas untuk menurunkan suku bunga dari para petani. Dalam upaya meningkatkan kinerja pelunasan
kredit PIR, lebih jauh pada tahun 1993 pemerintah mengambil alih jumlah kredit yang masih tersisa di mana
modal yang sudah dicairkan oleh bank pelaksana diganti dengan dana dari Departemen Keuangan. Langkah ini
mengubah posisi bank dari bank pelaksana menjadi sekedar bank penyalur.

Selain perkebunan milik negara, perkebunan besar swasta milik Indonesia juga diperkuat melalui program
PBSN (Perkebunan Besar Swasta Nasional) (Badrun,2010). Penguatan perkebunan besar swasta dimulai
dengan mengkaji kondisi real-nya yaitu aspek penggunaan tanah, kondisi tanaman, permodalan, pemasarn
serta manajemen dan organisasi. Pada tahun 1972/1973 dimulailah klasifikasi terhadap perkebunan besar
swasta dengan menggolongkan 614 perkebunan besar swasta menjadi 5 kelas. Kebun-kebun yang dianggap
masih baik digolongkan menjadi Kelas | dan Il dengan proporsi mencapai 30% dari seluruh perkebunan yang
ada, sisanya memerlukan langkah-langkah pembenahan yang serius.

Penguatan perkebunan besar swasta dilakukan secara berurutan (Badrun,2010). Pertama-tama penguatan
perkebunan besar swasta dilakukan melalui program PBSN | (1977-1980) dengan bantuan permodalan yang
disediakan bagi kebun-kebun kelas | dan kelas Il untuk kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, peremajaan dan
investasi unit pengolahan. Sumber dana seluruhnya berasal dari perbankan yaitu 90% Kredit Likuiditas Bank
Indonesia (KLBI) dan 10% Bank Pelaksana dengan tingkat suku bunga 10,5%. Program ini dilanjutkan dengan
PBSN Il (1981-1986) dengan bantuan permodalan bagi kebun-Okebun kelas I, Il, Ill dan IB untuk kegiatan
rehabilitasi, peremajaan, diversifikasi, perluasan untuk mencapai skala perusahaan yang ekonomis, dan
pembangunan unit pengolahan yang diperlukan. Sumber dana dari program ini ialah 90% dari perbankan
dengan komposisi 85% KLBI dan 5% Bank Pelaksana serta minimum 10% dari modal perusahaan dengan
tingkat suku bunga 12%. Kemudian PBSN Il (1986-1990) memberikan bantuan permodalan dalam bentuk
kredit bagi semua kelas kebun untuk kegiatan selain rehabilitasi, peremajaan dan perluasan perkebunan.
Bantuan ini dapat digunakan untuk pembangunan perekbunan pada lahan bukaan baru yang meliputi
tanaman, unit pengolahan dan sarana-prasarana penunjang. Sumber dana yang berasal dari perbankan
digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan peremajaan. Kontribusi dana sendiri minimum harus sebesar 10%.
Untuk pembukaan perkebunan di wilayah baru, dana sendiri minimum 30% dari nilai investasi.

Pada tahun 1986 Pemerintah melakukan terobosan besar dengan melahirkan proyek PIR-Trans (Badrun,2010).
Berbeda dengan pola PIR sebelumnya yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah, PIR-Trans
menjadi tanggung jawab perusahaan inti. Program PIR-Trans merupakan program lintas departemen yang
komprehensif dengan melibatkan 11 departemen dan lembaga negara, yaitu Menteri Negara Perencanaan
Pembanguan Nasional/Ketua Bappenas, Menteri Pertanian, Menteri Transmigrasi, Menteri Tenaga Kerja,
Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Menteri Koperasi, Menteri Muda Urusan
Peningkatan Produksi Tanaman Keras (UPPTK), Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Badan Koordinasi
Penanaman Modal. Pembiayaan pembangunan kebun plasma dilakukan oleh perusahaan inti yang kemudian
akan diambil alih oleh bank pemerintah dan bank-bank lainnnya yang disetujui oleh Bank Indonesia pada
waktu penyerahan pemilikan kebun plasma yang bersangkutan kepada petani peserta. Petani peserta program
PIR-Trans terdiri dari: 1) Transmigran yang ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi, 2) Penduduk setempat,
termasuk para petani yang tanahnya terkena proyek sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dan 3)
Petani (peladang) berpindah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dari kawasan hutan terdekat yang kena
proyek.
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Kredit PIR-Trans terdiri dari 55% KLBI dengan bunga 6,5% dan 45% kredit bank pelaksana yang bunganya sesuai
dengan bunga pasar (Badrun,2010). Kombinasi dari dua sumber dana ini menghasilkan adanya kredit untuk
petani dengan bunga 16%. Pembangunan rumah serta fasilitas pendukung dan umum serta penempatan para
petani plasma dibiayai melalui anggaran Departemen Transmigrasi dan berbagai lemaga negara lain yang
berkaitan dengan program transmigrasi. Bank pelaksana mempekerjakan konsultan untuk mengadakan
monitoring berkala terhadap kemajuan proyek. Jumlah kredit ditentukan dari biaya-biaya tahapan persiapan
pembangunan sampai serah terima kebun setelah empat tahun. Biaya satuan untuk perhitungan ini ditetapkan
oleh Departemen Keuangan dan Ketua Bappenas yang ditambahkan biaya overhead 15% dan management fee
10%. Biaya-biaya yang dikeluarkan ini akan diverifikasi melalui proses audit. Keterlambatan transfer kredit
akan mengakibatkan penundaan serah terima kebun kepada petani dan pihak perusahaan perkebunan akan
menanggung perbedaan bunga 4%.

Skema-skema PIR ini diakhiri dengna dikeluarkannya Paket Januari 1990 di mana dukungan pendanaan
anggaran negara tidak dimungkinkan lagi karena anggaran negara difokuskan penggunaannya untuk sektor-
sektor prioritas (Badrun,2010). Namun demikian, pemerintah tidak serta merta menghentikan dukungan untuk
pengembangan perkebunan seperti kakao dan sawit oleh petani kecil. Pada saat itu Bank Indonesia
mempunyai program KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Para Anggotanya). KKPA fokusnya ialah peningkatan
kapasitas dan manajemen dari koperasi-koperasi. Sehubungan dengan program PIR dari awalnya merupakan
program di mana para anggota terlibat melalui KUD, maka skema kredit KKPA cukup sesuai untuk diberikan
pada para petani sawit yang tergabung dalam KUD. Dasar dari pelaksanaan KKPA ialah surat keputusan dari
Dewan Direktur Bank Indonesia. Bank Indonesia awalnya memberikan KLBI sebanyak 75% dari seluruh kredit,
namun karena komoditas sawit dianggap sudah cukup menguntungkan maka proporsi KLBI diturunkan
menjadi 65%. Proporsi kredit selebihnya dibiayai oleh bank-bank pelaksana.

Untuk komoditas sawit, skema kredit KKPA disambut secara antusias (Badrun,2010). Koperasi-koperasi primer
dapat mengajukan proposal kepada Bank Indonesia untuk memperoleh alokasi KLBI. Skema KKPA dilaksanakan
meliputi 10 provinsi dengan melibatkan 76 KUD dengan total anggota 76.157 orang. Kredit disalurkan melalui 4
bank pelaksana yaitu BRI, BNI, BEIl, BBD dan Bukopin. Dalam pelaksanaan KKPA, ternyata beberapa koperasi
bisa mengakses KKPA dengan bunga komersial dan karena itu tidak memerlukan persetujuan Bank Indonesia
untuk menggunakan KLBI. Para petani yang mengakses KKPA harus bergabung dalam KUD atau koperasi
primer lainya dan harus membuktikan bahwa mereka mempunyai lahan sawit (yang dibuktikan dengan
SHM/Sertifikat Hak Milik atau SKT/Surat Kepemilikan Tanah) yang akan digunakan sebagai jaminan kredit.
Walaupun demikian berdasarkan evaluasi dari team dari IPB yang ditugaskan oleh Bank Indonesia pada tahun
2000 (Bank Indonesia dan IPB,2000) menemukan bahwa kebanyakan koperasi yang bergabung tidak
sepenuhnya berdasarkan inisiatif mereka sendiri. Ada beberapa koperasi yang tidak bermitra dengan
perusahaan perkebunan sehingga tidak ada kepastian akses pasar, penyuluhan dan bimbingan teknis. Juga ada
koperasi-koperasi yang mengelola proyek ini tanpa melibatkan para anggotanya. Beberapa koperasi berjalan
hanya sekedar memenuhi kebutuhan administrasi dan kredit langsung ditransfer dari rekening koperasi ke
perusahaan inti sehingga penggunaannya sebetulnya dalam kendali perusahaan inti. Walaupun ada berbagai
temuan ini, secara umum para petani yang terlibat dalam skema KKPA — biarpun menjadi peserta yang pasif —
memperoleh peningkatan kesejahteraan.

ERA KRISIS DAN TRANSISI

Bersamaan dengan krisis 1997, sesuai dengan persyaratan dalam paket program reformasi keuangan dari IMF,
Bank Inodnesia harus menghentikan intervensi langsung dalam pendanaan sektoral termasuk penyaluran
kredit likuiditas. Akibatnya Bank Indonesia harus hengkang dari intervensi pendanaan langsung dalam bentuk
apa pun termasuk untuk proyek PIR dan KKPA. Persyaratan dari IMF ini dibakukan menjadi dasar hukum
dengan direvisinya UU Bank Sentral yang berlaku (No. 23/1999). Bank Indonesia yang sebelumnya
menjalankan fungsi pokok vyaitu menjaga stabilitas rupiah (fungsi moneter) dan berkontribusi dalam

31|STUDI PENDANAAN INDUSTRI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN



meningkatkan produksi, pembangunan dan penciptaan lapangan kerja (fungsi pendanaan pembangunan),
sekarang hanya bisa menjalankan fungsi moneter saja yaitu sebagai lender of last resort yang memberikan
kredit likuiditas kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas darurat. Persyaratan pinjaman yang
diminta IMF ini memang ada dasarnya karena ditemukan penyimpangan dalam jumlah besar dari berbagai
kredit program yang mencakup penggunaan KLBI disalahgunakan oleh grup-grup usaha besar yang dikontrol
oleh bisnis besar. Penyalahgunaan kredit ini diperparah pada saat krisis di mana digunakan untuk spekulasi
dalam rangka mencegah risiko kebangkrutan usaha dari peningkatan kewajiban pinjaman luar negeri yang
tiba-tiba melonjak karena kemerosotan nilai mata uang rupiah. Di samping itu banyak juga pinjaman dari bank
sentral yang kemudian dibawa lari (capital flight) yang sangat tinggi pada saat kekacauan politik terjadi di
Indonesia akhir 1998 sampai awal 1998. Dalam rangka mencegah terulangnya kasus ini, bank sentral dianggap
harus dibebaskan dari segala macam pengaruh politik.

Berbagai skema kredit program yang masih berjalan, termasuk KKPA, harus dialihkan ke BUMN yang ditunjuk
pemerintah. Dalam rangka memfasilitasi peralihan program ini, Departemen Keuangan mendirikan BUMN
pembiayaan bernama Permodalan Nasional Madani (PNM) yang mengurus pengangsuran kredit program
sampai perjanjian kredit berakhir. Pemerintah sendiri masih memberikan subsidi suku bunga sampai
berakhirnya perjanjian kredit. PNM didirikan untuk mengelola sisa KLBI dalam 12 kredit program — termasuk
KKPA — dengan jumlah awal Rp. 1,2 triliun dan modal kerja Rp. 300 milyar. Dari portofolio kredit program ini,
skema KKPA untuk petani sawit merupakan proporsi terbesar yang menggambarkan dinamisnya
perkembangan perkebunan sawit di Indonesia.

ERA REVITALISASI PERKEBUNAN

Memasuki pertengahan tahun 2000-an, pemerintah menyadari akan keperluan mendesak untuk peremajaan
kebun. Bagi perusahaan mungkin tidak terlalu menjadi masalah, namun bagi petani kecil peremajaan menjadi
masalah serius. Keuntungan besar yang selama ini diperoleh dari hasil perkebunan tidak serta-merta
memberikan jawaban untuk permodalan. Masih banyak petani kecil yang memerlukan bantuan akses kredit
untuk bisa membiayainya. Pemerintah berupaya mengatasinya dengan dua langkah. Pertama pada tahun
2005, pemerintah mengubah skema dalam hubungan perusahaan perkebunan dan petani di mana sebelumnya
dalam program PIR perusahaan harus membangun minimum 70% kebun petani dan maksimum 30% kebunnya
sendiri, sejak tahun 2005 perusahana boleh membangun maksimum 20% kebun petani dan sisanya ialah
kebun milik perusahaan. Kondisi ini memberikan keleluasaan perusahaan untuk lebih mudah melakukan
ekspansi dan peremajaan kebun. Langkah kedua ialah pada tahun 2006, Pemerintah meluncurkan beberapa
skema kredit program yaitu KPEN-RP (Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan), KKPE
(Kredit Ketahanan Pangan dan Energi), KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi)dan KUR Sektor Pertanian. Untuk
peremajaan dan perluasan kebun, skema kredit KPEN-RP yang mengikuti desain PIR program di mana para
petani harus mempunyai kemitraan dengan perusahaan yang akan bertindak sebagai avalis.

Selain itu ada skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikembangkan oleh pemerintah. Berbeda dengan KPEN -
RP dan KKPE, untuk KUR tidak diberikan subsidi bunga namun diberikan skema penjaminan. KUR memang
dikembangkan untuk meningkatkan jangkauan ke usaha tingkat menengah dan kecil yang produktif dan layak,
jadi memang diarahkan ke usaha-usaha yang sudah jalan. Besarnya penjaminan ialah sebesar 70-80% di mana
kalau usaha gagal maka bank bisa klaim kerugian ke perusahaan penjamin. Belakangan, untuk perkebunan
tanaman tahunan dikembangkan juga KUR Tanaman Keras yang mencakup grace period selama menunggu
tanaman menghasilkan.

Dalam program-program kredit sekarang, posisi Bank Indonesia ialah mitra pemerintah untuk memastikan
bahwa sektor perbankan meningkatkan realisasi skema-skema kredit tersebut. Bank Indoensia mengadakan
diskusi reguler dengan bank-bank pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah dan dalam diskusi tersebut
dilakukan identifikasi berbagai masalah dan rekomendasi perbaikan implementasi kredit. Bank-bank sendiri
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tetap mempertahankan konservativisme pandangan mereka bahwa sektor pertanian merupakan sektor

berisiko tinggi dan karena itu tidak layak untuk dibiayai. Hal ini tercermin dari tetap rendahnya proporsi kredit

pertanian dan kehutanan terhadap total kredit nasional.

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT: CONTOH PERKEMBANGAN PESAT

Contoh yang dapat diambil untuk peran pemerintah Indonesia dalam mengembangkan sektor perkebunan

ialah untuk sektor kelapa sawit. Sejak tahun 2006 Indonesia menempati posisi sebagai produsen terbesar di

dunia. Untuk sawit, peran pemerintah yang aktif terhadap pendanaan sektor sawit ini memberikan pengaruh

yang signifikan terhadap perkembangan sektor ini. Hal ini bisa dilihat dari tabel perkembangan luasan

perkebunan dan produksi seperti tercantum berikut ini.

Tabel 3: Perkembangan Luas dan Produksi Kelapa Sawit

Luas (Ha.) Produksi (Ton)
Tahun Petani Perkebunan Perkebunan Total Petani Perkebunan Perkebunan Total
Negara Swasta Negara Swasta

1967 - 65,573 40,235 105,808 - 108,514 59,155 167,669
1968 - 72.209 40,451 119,660 - 122,369 59,075 181,444
1969 - 84,640 34,880 119,520 - 128,561 60,240 188,801
1970 - 86,640 46,658 133,298 - 147,003 69,824 216,827
1971 - 91,153 47,950 139,103 - 170,304 79,653 249,957
1972 - 96,562 55,497 152,059 - 189,261 80,203 269,464
1973 - 98,033 59,747 157,780 - 207,448 82,229 289,677
1974 - 117,513 64,223 181,736 - 243,641 104,035 347,676
1975 - 120,940 67,885 188,825 - 271,171 126,082 397,253
1976 - 141,333 69,772 211,105 - 286,096 144,910 431,006
1977 - 148,775 71,626 220,401 - 336,891 120,716 457,607
1978 - 163,465 86,651 250,116 - 336,224 165,060 501,284
1979 3,125 176,408 81,406 260,939 760 438,756 201,724 641,240
1980 6,715 199,538 88,847 294,560 770 498,858 221,544 721,172
1981 5,695 213,264 100,008 318,967 1,045 533,399 265,616 800,060
1982 8,537 224,440 96,924 329,901 2,955 598,653 285,212 886,820
1983 37,043 261,339 107,264 405,646 3,454 710,431 269,102 982,987
1984 40,552 340,511 130,958 512,021 4,031 814,015 329,144 1,147,190
1985 118,564 335,195 143,603 597,362 43,106 861,173 339,241 1,243,430
1986 129,904 332,694 144,182 606,780 53,504 912,306 384,919 1,350,729
1987 203,047 365,575 160,040 728,662 165,162 988,480 352,413 1,506,055
1988 196,279 373,409 293,171 862,859 156,148 1,102,692 454,495 1,713,335
1989 223,832 366,028 383,668 973,528 183,689 1,184,226 597,039 1,964,954
1990 291,338 372,246 463,093 1,126,677 376,950 1,247,156 788,506 2,412,612
1991 384,594 395,183 531,219 1,310,996 413,319 1,360,363 883,918 2,657,600
1992 439,468 389,761 638,241 1,467,470 699,605 1,489,745 1,076,900 3,266,250
1993 502,332 380,746 730,109 1,613,187 582,021 1,469,156 1,370,272 3,421,449
1994 572,544 386,309 845,296 1,804,149 839,334 1,571,501 1,597,227 4,008,062
1995 658,536 404,732 961,718 2,024,986 1,001,443 1,613,848 1,864,379 4,479,670
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1996 738,887 426,804 1,083,823 2,249,514 1,133,547 1,706,852 2,058,259 4,898,658
1997 813,175 517,064 1,592,057 2,922,296 1,282,823 1,586,879 2,578,806 5,448,508
1998 890,506 556,640 2,113,050 3,560,196 1,344,569 1,501,747 3,084,099 5,930,415
1999 1,041,046 576,999 2,283,757 3,901,802 1,546,811 1,468,949 3,438,830 6,455,590
2000 1,166,758 588,125 2,403,194 4,158,077 1,905,653 1,460,954 3,633,901 7,000,508
2001 1,561,031 609,947 2,542,457 4,713,435 2,798,032 1,519,289 4,079,151 8,396,472
2002 1,808,424 631,566 2,627,068 5,067,058 3,426,470 1,607,734 4,587,871 9,622,345
2003 1,854,394 622,803 2,766,360 5,283,557 3,517,324 1,750,651 5,172,859 10,440,834
2004 2,220,338 605,865 2,458,520 5,284,723 3,847,157 1,617,706 5,365,526 10,830,389
2005 2,356,895 529,854 2,567,068 5,453,817 4,500,769 1,449,254 5,911,592 11,861,615
2006 2,549,572 687,428 3,357,914 6,594,914 5,783,088 2,313,729 9,254,031 17,350,848
2007 2,752,172 606,248 3,4/8,416 6,766,836 6,358,389 2,117,035 9,189,301 17,664,725
2008 2,881,898 602,963 3,878,986 7,363,847 6,923,042 1,938,134 8,678,612 17,539,788
2009 3,061,413 630,512 4,181,369 7,873,294 7,517,716 2,005,880 9,880,697 19,324,293
2010 3,387,257 631,520 4,366,617 8,385,394 8,458,709 1,890,503 11.608.907 21,958,120
2011 3,752,480 678,378 4,561,966 8,992,824 8,797,924 2,045,562 12.253.055 23,096,541
2012t 3,773,526 683,227 4,617,868 9,074,621 8,973,883 2,069,701 12.450.487 23,521,071
2013+t 3,709,136 686,438 4,673,345 9,149,919 9,135,413 2,122,910 13.173.317 24,431,640

Sumber: Dirjen Perkebunan (2012); *: angka awal; Tt: perkiraan

Dari tabel di atas, dapat dilihat hal-hal berikut:

Pemerintah Orde Baru mengambil strategi untuk mengembangkan terlebih dahulu perkebunan yang
dimiliki oleh negara. Peran perkebunan milik negara ialah sebagai lokomotif pembangunan di mana
pendekatan untuk transformasi suatu sektor dicobakan dan kemudian berdasarkan pelajaran yang
diperoleh dikembangkan kepada sektor swasta

Komoditas perkebunan merupakan terobosan dalam peningkatan pendapatan dan penciptaan
lapangan kerja. Membiarkan komaoditas ini di tangan investor besar — baik milik negara maupun milik
swasta — bisa memicu kesenjangan sosial dan konflik. Pemerintah berusaha untuk memperluas basis
pembangunan dengan melibatkan para petani kecil.

Pemerintah juga memfasilitasi perusahaan perkebunan swasta, namun dengan persyaratan dan
kondisi yang telah dikembangkan sebelumnya untuk perkebunan milik negara. Dengan demikian
perkebunan swasta bisa tumbuh dan berkembang dengan mengikuti koridor pembangunan sesuai
agenda pembangunan nasional.

Terjadinya transisi perekonomian yang condong ke pengembangan dunia usaha mulai tahun 1990an
tidak meninggalkan dukungan pemerintah kepada petani.

Awal krisis perekonomian menekan laju pertumbuhan sektor perkebunan, namun tidak berlangsung
lama karena depresiasi nilai mata uang rupiah mendorong ekspor komoditas primer dengan harga
yang relatif lebih murah. Sesudah menyadari potensi meraup keuntungan yang besar ini, perkebunan
swasta dan perkebunan rakyat berkembang secara pesat.

Sementara perkebunan swasta dan perkebunan rakyat berkembang secara pesat, perkebunan milik
negara perkembangannya mengalami stagnasi. Penyebab utamanya ialah keterbatasan lahan yang
tersedia, bersamaan dengan melemahnya peran negara dalam pembangunan paska krisis

Belakangan, perkembangan perkebunan rakyat lebih pesat dibandingkan dengan perkembangan
perkebunan swasta. Hal ini terjadi karena makin terbukanya akses petani dan pemodal kecil terhadap
pasar dengan banyaknya investor terjun dalam membangun pabrik pengolahan, disamping juga akses
terhadap teknologi dan modal untuk membuka perkebunan dalam skala terbatas.
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IV. PETAIII

PERKEMBANGAN PERPAJAKAN SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Oleh: Yustinus Prastowo, Hiyashinta Klise, Yanuar F. Abiyunus dan Nugroho Pratomo

4.1. PERPAJAKAN SEBELUM REFORMASI PAJAK 1983

Pajak atas tanah

Sejak VOC masuk dan menduduki Hindia Belanda, pajak yang pertama kali dikenal di Indonesia adalah pajak
pertanahan atau yang kini dikenal sebagai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pungutan ini diberlakukan kepada
tanah atau lahan yang dimiliki oleh rakyat. Pada masa itu, Inspektur Liefrinch dari VOC mengadakan survey
atau penelitian di daerah Parahyangan. Hasil dari penelitian tersebut membuat VOC memutuskan untuk
memberlakukan pajak pertanahan yang disebut dengan landrente. Rakyat harus membayar uang sebesar 80%
dari harga besaran tanah atau hasil lahan yang dimilikinya.

Pada masa kependudukan Inggris yang dipimpin oleh Raffles, kebijakan /landrente berubah. Raffles
mengenakan tarif sebesar 2,5% untuk golongan pribumi dan tarif 5% untuk tanah yang dimiliki oleh bangsa
lain. Selain itu, Raffles juga mengeluarkan Surat Tanah sebagai suatu Sertifikat Tanah Internasional bagi
penduduk yang dikenal dengan nama girik dalam bahasa Jawa.

Pajak Penghasilan Badan

Tahun 1839, pemerintah kolonial menerapkan pajak usaha (business tax atau belasting op het bedriff). Dasar
pengenaan pajak adalah penghasilan bersih dalam satu tahun pajak dan pada sisa lebih keuntungan di atas
modal (excess profit) dalam tahun yang sama. Pada tahun 1920-an, beberapa Ordonansi Pajak diundangkan, di
antaranya adalah Ordonansi Pajak Penghasilan 1920 (Ordonansi 1920) dan Ordonansi Pajak Perusahaan 1925
(Ordonansi 1925). Dalam menentukan penghasilan kena pajak, Ordonansi 1920 tetap menggunakan konsep
penghasilan bersih dengan tarif pajak untuk badan usaha adalah tarif tetap sebesar 6%.

Dalam Ordonansi 1920, penghasilan kena pajak ditentukan dengan memperkirakan menggunakan sistem
‘estimasi’. Penghasilan kena pajak pada suatu tahun pajak dilakukan pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian,
terdapat kemungkinan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak berbeda dengan
penghasilan yang sesungguhnya diperoleh dalam tahun itu.

Tahun 1925, semua ketentuan yang menyangkut pengenaan pajak badan usaha yang terdapat dalam
ordonansi pajak pendapatan 1920 dikeluarkan untuk kemudian disusun kembali dalam suatu ordonansi baru
yang diberi nama Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Ordonantie op deVennootschapsblasting 1925). Ordonansi
Pajak Perseroan 1925 setelah diadakan perubahan dan penambahan menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun
1970.

Pajak Pertambahan Nilai

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia setelah masa penjajahan dimulai dengan penerapan UU
Darurat tahun 1951. Dengan ditetapkannya UU tersebut, diterapkanlah sistem Pajak Penjualan atau yang biasa
disebut PPn.Dalam Pajak Penjualan (PPn), pajak dikenakan pada setiap transaksi yang terjadi. Pada sistem
Pajak Penjualan, belum dikenal sistem pengkreditan pajak seperti yang dikenal sekarang ini. Dengan demikian,
terjadi perpajakan yang berlipat ganda.
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Beban pajak yang berlipat ganda menyebabkan terjadinya ketidaknetralan perdagangan. Beban pajak yang
dipikul menjadi tidak pasti. Pengenaan PPn dinilai memberatkan dunia usaha karena barang yang dijual akan
semakin mahal akibat adanya unsur PPn dalam harga jual (cascading effect)

Pengenaan PPn di Indonesia hanya bertahan hingga tax reform tahun 1983. Dalam Tax Reform tersebut,Pajak
Penjualan diganti dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPn menjadi PPN) yang dikenal seperti sekarang ini.

4.2. REFORMASI PAJAK 1983

Banyaknya undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia sejak zaman kolonial mengakibatkan
masyarakat mengalami kesulitan. Selain itu, beberapa undang-undang yangdibuat pada saat itu ternyata
dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan dan masih memuat unsur-unsur kolonial. Karenanya, pada tahun
1983, Pemerintah besama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk melakukan reformasi
undang-undang perpajakan yang ada dengan mencabut semua undang-undang yang ada dan mengundangkan
5 (lima) paket undang-undang perpajakan yang bersifat lebih mudah dipelajari dan dipraktikkan serta tidak
menimbulkan duplikasi dalam hal pemungutan pajak dan unsur keadilan menjadi lebih diutamakan. Perubahan
paling radikal adalah perubahan sistem perpajakan yang semula official assessment diubah menjadi self
assessment, yaitu wajib pajak diberi keleluasaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak
terutang dengan tidak menggantungkan pada adanya penetapan dari kantor pajak.

Kelima undang-undang tersebut adalah :

UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).

UU No. 8 Tahun 1983 Tentang PPN dan PPnBM (UU PPN).

UU No. 12 Tahun 1985 Tentang PBB (UU PBB).

UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai (UU BM).

vk Wi

4.3. PERPAJAKAN SETELAH REFORMASI PAJAK 1983

Seiring perkembangan ekonomi dan politik, pemerintah melakukan melakukan perubahanterhadapbeberapa
undang-undang perpajakan, antara lain:

1. UU KUP diubah dengan No. 16 Tahun 2000 dan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007, yang berlaku
mulai 1 Januari 2008.

2. UU PPh diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000, dan terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008,
yang berlakumulai 1 Januari 2009.

3.  UU PPN diubah dengan UU No. 18 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU. No. 42 Tahun 2009,
yang Berlaku Mulai 1April 2010.

1. Sistem Pemungutan Pajak

Sebelum reformasi pajak yang dilakukan pada tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem
Official Assessment System. Dalam sistem tersebut, besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh fiskus.
Dengan sistem ini, Wajib Pajak hanya menunggu besarnya pajak terutang melalui surat ketetapan yang
dikeluarkan fiskus.

Setelah reformasi pajak 1983, sistem perpajakan Indonesia menerapkan Self Assessment System. Dalam sistem
ini, Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melapor pajaknya sendiri tanpa harus menunggu adanya
ketetapan pajak. Sistem self assessment membuat fiskus hanya bertugas untuk menguji kepatuhan Wajib
Pajak dalam bentuk pemeriksaan pajak sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
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2. Pajak Penghasilan

Pengaturan dalam UU No. 36 Tahun 2008 yang berbeda dengan UU PPh sebelumnya adalah:

1. Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh).

a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30%. Selain itu,
lapisan tarif lebih disederhanakan dari 5 lapisan menjadi 4 lapisan. Bagi WP badan, tarif PPh yang
semula terdiri dari 3 lapisan, yaitu 10%, 15% dan 30% menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan
25% tahun 2010.

b. Bagi Wajib Pajak badan dengan Omzet di bawah Rp50 Miliar, terdapat keringanan berupa penurunan
tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan Rp
4,8 miliar.

c. Bagi WP orang pribadi Pengusaha Tertentu, angsuran PPh Pasal 25 diturunkan dari 2% menjadi 0,75%
dari peredaran bruto.

d. Tarif PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa yang semula besarnya 15% dari perkiraan penghasilan neto
berubah menjadi 2% dari peredaran bruto.

e. Tarif pajak atas penghasilan dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi 10% dan
bersifat final.

Dihapuskannya fiskal luar negeri serta penghapusan pemungutan fiskal luar negeri pada tahun 2011.
Peningkatan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 13,2 juta menjadi Rp 15,84 juta, sedangkan
untuk tanggungan istri dan keluarga ditingkatkan sebesar 10% dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta
dengan paling banyak 3 tanggungan setiap keluarga. Sejak tahun pajak 2013, nilai tersebut naik lagi
menjadi Rp24,3 juta dan Rp 2,025 juta untuk tiap tambahan tanggungan.
4. Penerapan tarif PPh yang dipotong/dipungut bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak
a. Pengenaan tarif 20% lebih tinggi dari tarif normal untuk WP non NPWP yang menerima penghasilan
dipotong PPh Pasal 21.
b. Pengenaan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal untuk WP non NPWP yang menerima penghasilan
dipotong PPh Pasal 23.
c. Pengenaan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal untuk WP non NPWP yang menerima penghasilan
dipotong PPh Pasal 22
5. Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
a. Sumbangan dalam rangka penganggulangan bencana nasional dan infrastruktur sosial
b. Sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan yang dilakukan
di Indonesia.
c. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk
agama yang diakui dilndonesia.
6. Pengecualian dari objek PPh
a. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang
pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang ditanamkan kembali paling lama
dalam jangka waktu 4 tahun tidak dikenai pajak.
b. Beasiswa yang diterima atau diperoleh oleh penerima beasiswa tidak dikenai pajak.
c. Bantuan atau santunan yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak dikenai pajak

b. PPN dan PPnBM

Salah satu hal yang perlu dicermati dari perubahan terakhir UU PPN 1983 adalah penetapan kelompok barang
kena pajak yang tergolong mewah dengan tarif PPNnBM paling rendah 10% dan maksimal 200%, yang semula
dapat ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kini harus melalui Peraturan Pemerintah. Begitu pula dengan
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perubahan tarif PPN yang semula dapat dilakukan dengan penerbitan peraturan Menteri Keuangan, kini harus
dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang hasil perkebunan

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahanBarang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak di
dalam daerah Pabean. UU PPN mengatur jenis barang yang dikenai PPN secara negative list, artinya pada
dasarnya seluruh barang adalah Barang Kena Pajak dan seluruh jasa adalah Jasa Kena Pajak selain yang
dikecualikan oleh UU.Selain pengecualian dari pengenaan PPN, peraturan perundang-undangan PPN juga
mengatur fasilitas PPN dibebaskan untuk barang strategis. Fasilitas tersebut diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 31 Tahun 2007 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis
yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan peraturan tersebut, pengusaha yang
menyerahkan hasil perkebunan yang meliputi kakao, kopi, kelapa sawit, biji mete, lada, biji pala, buah pala,
bunga pala, bunga cengkeh, tangkai/daun cengkeh, getah karet, daun teh, daun tembakau, biji tanaman
perkebunan, dan sejenisnya tidak perlu memungut PPN. Namun sebagai konsekuensinya, mereka tidak dapat
mengkreditkan PPN masukan yang telah dikeluarkan.

Dalam perkembangannya, pada tanggal 25 Februari 2014, Mahkamah Agung melalui Putusan MA Nomor 70
Tahun 2014 membatalkan sebagian pasal dalam Perpres No 31/2007 tersebut. Dalam putusan itu dinyatakan
bahwa penyerahan barang hasil pertanian yang dihasilkan dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan
oleh pengusaha kena pajak (PKP) dikenai PPN. Implikasi perpajakandari putusan MA tersebut adalah Barang
hasil pertanian berupahasil perkebunan, tanaman hias dan obat, tanaman pangan, dan hasil hutan
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran PP 31 Tahun 2007 yang semula dibebaskan dari pengenaan PPN
berubah menjadi dikenakan PPN sehingga atas penyerahan dan impornya dikenai PPN dengan tarif 10%,
sedangkan atas ekspornya dikenai PPN dengan tarif 0%. Konsekuensinya, PPN Masukan atas perolehan
BKP/JKP dapat dikreditkan.

c. PBB

Perubahan paling signifikan dalam perkembangan PBB adalah pelimpahan kewenangan pemungutanPBB
sektor pedesaan dan perkotaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota setelah 31
Desember 2013 melalui Undang-Undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (UU PDRD)

Tantangan Sektor Perpajakan

Penelaahan perpajakan sektor kehutanan dari berbagai pemberitaan yang ada menunjukan bahwa banyak
pemilik perusahaan perkebunan melakukan pengecilan pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan
perpajakan. Dengan demikan perusahaan dapat membayar pajak dengan jumlah lebih kecil. Pola lainnya
adalah penyalahgunaan restitusi pajak menjadi salah satu pola yang digunakan oleh banyak perusahaan.
Dalam data 2012, sektor pertanian dan kehutanan berkontribusi 14,44 persen terhadap PDB. Jika dilihat dari
tax ratio sektoral — vyaitu perbandingan penerimaan pajak sektoral dibanding PDB sektoral — justru
menunjukkan sektor kehutanan dan perkebunan paling rendah, hanya sekitar 1,25%. Ini jauh di bawah rerata
tax ratio nasional yang mencapai 12,3%. Potensi pajak yang hilang per tahun mencapai Rp 150-200 trilyun dan
patut diduga disebabkan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang massif dan tidak dapat diterima.

Jika potensi pajak sektor tersebut digabung dengan pertanian, peternakan, dan kehutanan, seharusnya bisa
mencapai Rpl150 triliun—Rp200 triliun. Yustinus Prastowo, peneliti kebijakan perpajakan Perkumpulan
Prakarsa, menduga realisasi pendapatan pajak sepanjang 2008 —2012 dari sektor ini besarnya tidak sampai
10% dari potensi..Perhitungan potensi pajak, menurut Yustinus, diambil dari tax ratio terhadap PDB sektoral.
Tax ratio rata-rata terhadap PDB hanya 1,25%, dengan kontribusi pajak perusahaan sektor tersebut sebesar
Rp14,9 triliun pada 2012. PDB sektor tersebut pada 2012 besarnya Rp1.190,4 triliun.
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Secara umum ada berbagai hal yang menyebabkan rendahnya pajak dari sektor kehutanan. Salah satunya
adalah masih banyaknya para wajib pajak yang menunggak PBB sektor kehutanan, misalnya yang terjadi di
Riau. Tunggakan pajak PBB sektor kehutanan di sana sebesar Rp 36 miliar. Penyebabnya banyak wajib pajak
yang tak jelas keberadaannya. Sehingga berpotensi hilangnya tunggakan pajak.Bahkan hampir seluruh
penunggak pajak sektor kehutanan tidak jelas lagi alamatnya. Setelah perusahaan itu bubar, ada yang berubah
nama, ada yang bergabung dengan perusahaan lain, tanpa memberitahu kantor pelayanan pajak. Selain
tunggakan di sektor kehutanan, juga terdapat tunggakan sektor perkebunan. Untuk provinsi Riau saja
tunggakan sektor pajak perkebunan mencapai jumlah Rp 16 miliar. Hanya saja, berbeda dengan sektor
kehutanan, sektor perkebunan lebih mudah melakukan penagihan, termasuk pelaksanaan sita, sebab obyek
pajaknya jelas.

Selain dari pajak, kerugian juga berasal dari pendapatan negara bukan pajak sektor kehutanan. Berdasarkan
ICW kerugian Negara sebesar Rp 169,8 triliun. Angka itu berdasarkan hasil penelusuran ICW terhadap
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pajak dari sektor perkebunan dan kehutanan pada kurun tahun

2004-2007. Data ICW menunjukkan total pendapatan negara dari PNBP dan Pajak sektor perkebunan adalah

Rp 47,8 triliun. Namun, jika menggunakan hitungan nilai tegakan kayu yang mengalami deforestasi
(penggundulan hutan) potensi PNBP mustinya bisa mencapai Rp 217,8 triliyun. Jadi penerimaan Negara yang
hilang dari aktivitas ahli fungsi lahan ini mencapai Rp 169,8 triliun.

Sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan pajak dari sektor kehutanan, per 1 Januari 2014, pajak bumi
dan bangunan (PBB) untuk lahan perkebunan, pertambangan dan kehutanan dinaikkan. Melalui PMK No
23/PMK.03/2014, Menteri Keuangan menurunkan nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP)-nya
diturunkan dari Rp 24 juta menjadi Rp 12 juta. Konsekuensinya PBB terutang menjadi lebih besar. Dengan
kenaikan per SPPT sebesar Rp 24 ribu, pemerintah meyakini ini tidak akan memberatkan pengusaha.
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IV. PETAV

REGULASI ALIRAN DANA DAN PERPAJAKAN

Oleh: Yustinus Prastowo, Hiyashinta Klise dan Yanuar F. Abiyunus

6.1. REGULASI ALIRAN DANA

Lembaga perbankan memiliki peranan yang penting dan strategis dalam menunjang pembangunan negara,
yang bertujuan untukmeningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Tujuan nasional tersebut dapat tercapai apabila peranan perbankan nasional ditingkatkan sesuai dengan
fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan
kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah,
serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian
nasional. Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja
perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor. Hal ini seperti tercantum dalam penjelasan umum Undang-
undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Dalam penjelasan umum tersebut serta pada penjelasan pasal 8 ayat (1), dinyatakan pula bahwa perbankan
harus: “memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala
besar dan atau risiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan,” karena
kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai jika mengesampingkan aspek lingkungan.

Upaya menjaga kelestarian tersebut dapat dijalankan melalui kebijakan perbankan hijau (green banking)
dimana sektor perbankan perlu memiliki wawasan lingkungan dalam membiayai proyek industri secara umum,

dengan mengkaji terlebih dahulu hal-hal berikut ini:'

ada hal-hal yang berbahaya terhadap kesehatan yang berkaitan dengan proses industrinya;

a.

b. akan terjadi gangguan yang cukup berarti terhadap masyarakat;

c. ada potensi konflik dengan kepentingan lainnya;

d. perlunya penambahan pembangunan infrastruktur termasuk transport dan pembangkit tenaga listrik
yang ada; dan

e. apakah proyek industri sudah memiliki instalasi pengolahan limbah atau belum.

Dengan kata lain, selain harus melakukan penilaian yang seksamaterhadap watak, kemampuan, modal,
agunan, dan dana prospek usaha dari Nasabah debitur, perbankan perlu melakukan penilaian apakah suatu
usaha dan/atau kegiatan dalam opersionalnya telah mengindahkan Undang- undang Perlindungan dan
PengelolaanLingkungan Hidup (UUPPLH)Nomor 32 Tahun 2009 serta peraturan lingkungan hidup lainnya (PP
No 27 Tahun 2012 tentang ljin Lingkungan) atau belum. UUPPLH mewajibkan semua aktivitas ekonomi untuk
patuh mendorong kelestarian lingkungan.Ada beberapa ketentuan dalam UUPPLH yang dapat dijadikan
landasan dalam pelaksanaan green bankingyakni Pasal 22, Pasal 36, Pasal 65,Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal
68.Bagi perbankan sendiri, pertimbangan terhadap aspek lingkungan ini akan mengeliminisasi risiko-risiko
dalam pemberian kreditnya kepada nasabahdebitur. Seperti risiko ditutupnya sebuah perusahaan oleh
Pemerintah karena ia melakukan pencemaran lingkungan, sehingga ada kemungkinan perusahaan tersebut
tidak dapat mengembalikan pinjamannya.

Nicholas F. Maramis, Tanggung Jawab Perbankan dalam penegakan Green Banking mengenai Kebijakan Kredit,
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Ketergantungan dunia usaha terhadap fasilitas kredit dapat dimanfaatkan perbankan dalam menerapkan
kebijakan green banking. Pada praktiknya, kedudukan bank sebagai kreditur pun lebih tinggi daripada debitur
seperti tercermin dari proses pembuatan perjanjian kredit karena pihak debitur tidak dilibatkan dalam
perundingan. Dengan demikian, bank dapat memaksa pihak debitur dengan memasukkan syarat-syarat
pencegahan pencemaran lingkungan yang harus dilakukan oleh debitur dalam perjanjian kredit, seperti:2
a. AMDAL sebagai persyaratan perizinan atas setiap kegiatan yang mempunyai dampak penting
terhadap lingkungan/lingkungan hidup.
b. Keputusan persetujuan atas Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan
Lingkungan (RPL) sesuai dengan syarat-syarat.
c. Surat pernyataan lingkungan dari perusahaan/calon debitur.
Internal monitoring, yaitu kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh perusahaan/debitur secara
cermat keadaan fasilitas, pengoperasian dan pengaruh terhadap lingkungan serta melaporkannya
secara berkala, baik kepada pemerintah maupun bank.
e. Inspection/trade checking, yaitu kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh bank untuk melihat
sejauh mana ketaatan dan pengoperasian serta pengaruh terhadap lingkungan. Oleh aparat
perkreditan hal ini dilaporkan sebagai laporan hasil kunjungan debitur.

Regulasi Kredit Ramah Lingkungan Bl

Penjelasan umum UU Perbankan dan Pasal 8 huruf ¢ Undang-undang No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004tentang Bank Indonesia, menegaskan bahwa kewenangan
dan tanggung jawab mengenai perizinan bank, yang semula berada pada Menteri Keuangan, kini berada pada
Pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia (Bl) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh
untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank serta pengenaan sanksi terhadap bank yang
tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku.

Terkait dengan green banking, Bank Indonesia dapat menerbitkan berbagai regulasi untuk mendorong
peningkatan peran perbankan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Salah satunya adalah Peraturan
Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI/2005 yang telah diperbarui dengan PBI No. 14/ 15 /PBI/2012 Tentang
Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,dimana dalam rangka mengelola risiko Kredit, Bank menetapkan kualitas
Kredit yang merupakan hasil penilaian atas faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan kinerja debitur yang
terdiri dari prospek usaha, kinerja (performance) debitur, dan kemampuan membayar debitur (Pasal 10).
Penilaian terhadap prospek usaha tersebut, meliputi komponen-komponen berikut ini (Pasal 11 ayat (1)):

potensi pertumbuhan usaha;

kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerija;
dukungan dari grup atau afiliasi; dan

® a0 T

upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

Telah disebutkan bahwa salah satu komponen dalam faktor penilaian prospek usaha adalah upaya yang
dilakukan debitur berskala besar dan/ atau beresiko tinggi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan
hidup. Pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh debitursangat berkaitan dengan prospek usahanya.
Misalnya usaha furniture,pulp dan kertas, sawit,ataupun semen merupakan usaha-usaha yang berpotensi
membawa dampak negatif bagi lingkungan. Jika dampak lingkungantersebut tidak dikelola sesuai peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku, dapatmenimbulkan risiko lingkungan sehingga timbul tambahan
kewajiban bagi perusahaan baik dalam bentuk biaya ganti rugi dan pemulihan maupun meningkatnya biaya

2Nicholas F. Maramis, Tanggung Jawab Perbankan dalam penegakan Green Banking mengenai Kebijakan Kredit,
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produksi dan penurunan nilai properti perusahaan yang dijadikan agunan.. Hal-hal ini pada akhirnya akan
menimbulkan risiko kredit danrisiko reputasi yang akan berdampak pada prospek usaha dari debitur dan akan

mengganggukesehatan bank.?

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian
Kualitas Aset Bank Umum, upaya tersebut harus dibuktikan dengan AMDAL. Hasil AMDAL digunakan oleh Bank
untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai telah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini sesuai
dengan penjelasan Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.
10 Tahun 1998, UU PPLH No. 32 Tahun 2009, dan PP No 27 Tahun 2012 tentang ljin lingkungan. Langkah ini
merupakan realisasi atas nota kesepahaman yang ditandatangani Bl danKementerian Lingkungan Hidup (LH)
pada 2010.

Lebih lanjut, SE Nomor 15/28/DPNP ini menjelaskan bahwa dalam rangka penyaluran dana, Bank harus
memperhatikan jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki AMDAL. Sementara dalam melakukan penilaian kualitas kredit,
khususnya prospek usaha debitur, bank tetap harus memperhatikan hasil penilaian Program Penilaian
Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikeluarkan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup.Dari sisi perbankan, jika bank menyalurkan kredit kepada debitoryang tidak

‘PROPER’, kualitas kredit banktersebut otomatis akan menurun. Selain resiko kredit, risiko operasional juga

harus diwaspadai, dan jika tidak diperbaiki oleh bank tersebut akan mengarah ke risiko reputasi.4

Kualitas Kredit ditetapkan dalam 5 (lima) kategori penilaian, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang
Lancar, Diragukan, atau Macet. Berdasarkan Lampiran | SE Nomor 15/28/DPNP, prospek usaha dikatakan:

a. Llancar, jika upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil sekurang-kurangnya sesuai
dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

b. Dalam perhatian khusus, jika upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai hasil
persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

c. Kurang lancar, jika upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belummencapai persyaratan
minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dengan penyimpangan yang cukup material.

d. Diragukan, jika perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berartiatau
telah melakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratanyang ditentukan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undanganyang berlaku, dengan penyimpangan yang material.

e. Macet, jika perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berartiatau telah
melakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum vyang ditentukan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan
untuk dituntut di pengadilan.

Dengan demikian,melalui PBI No. 14/15/PBI/2012Bank Indonesia ingin mendorong bank-bank di Indonesia
agar memitigasi resiko kredit, yakni dengan selektif memilih perusahaan yang memenuhi uji standar
lingkungan.

3http://www.menlh.go.id/aspek—Iingkungan—daIam—kebiiakan—kredit—bank—indonesia/, internet diaksestanggal 25
Oktober 2014

*http://www.beritasatu.com/bank-dan-pembiayaan/133147-sanksi-bagi-bank-yang-beri..., internet,
diaksestanggal 25 Oktober 2014
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6.2. KEBIJAKAN KREDIT PROGRAM

Pasca UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bl sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, bank
sentral tidakdiperkenankan lagi memberikan kreditlikuiditas untuk mendukung pengembangansektor-sektor
prioritas yang ditetapkanpemerintah. Peran tersebutkemudian dilakukan oleh pemerintah melalui
pemberianKredit Program. Walau demikian, dalam pelaksanaan kebijakan Kredit Program, Bl baik Kantor Pusat
maupun Kantor Bl di daerah, tetap berperan sebagai mitra kerja pemerintah untuk mendorong perbankan
agar lebih meningkatkan realisasi penyaluran kredit program kepada UMKM yang saat ini terbilang masih
rendah.

Kredit program adalah kredit atau pembiayaan yangditujukan untuk pengembangan sektorprioritas yakni
koperasi dan pengusaha kecil dan menengah, yang sumber dananya seratus persenmenggunakan dana bank
dengan suku bungarendah yang ditetapkan oleh pemerintah. Selisih antara suku bunga kredit program dengan

suku bunga pasar yangseharusnya diterima oleh bank, disubsidi oleh pemerintah.5

Kredit program yang diluncurkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan sektor pertaniandan perkebunan,
diantaranya:6

a. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) yang dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan
No. 198/PMK.05/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Perubahan kedua atas PMK No.
79/PMK.05/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi. Serta Peraturan Menteri Pertanian
No. 12/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit
Ketahanan Pangan dan Energi. Penjelasan mengenai kredit program ini dapat dilihat dalam tabel XX.

Tabel 4: Kredit Ketahanan Pangan dan Energi

Definisi KKPE adalah Kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung
program ketahanan pangan, dan diberikan melalui Kelompok Tani dan/atau Koperasi.

Usaha yang Dibiayai 1. padi, jagung, kedelai, ubi jalar, tebu, ubi kayu, kacang tanah, sorgum.

2. hortikultura (cabe, bawang merah, jahe, kentang dan pisang),pengadaan pangan (gabah,
jagung, kedelai).

3. peternakan sapi potong, sapi perah, pembibitan sapi, ayam ras petelur,ayam ras
pedaging,ayam buras, itik dan burung puyuh, pengkapan

4. Penangkapan lkan, Budidaya Udang, Nila, Gurame, Patin, Lele, Kerapu Macan, lkan Mas
dan pengembangan rumput Laut

5. Pengadaan/peremajaan peralatan, mesin, dan sarana lain untuk menunjang kegiatan di

atas.
Jangka Waktu Proyek Tidak Terbatas
Sumber Dana Bank Pelaksana 100%
Plafon Kredit 1. untuk petani, peternak, pekebun, nelayan, dan pembudidaya ikan paling tinggi sebesar

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

*http://www.rmol.co/read/2011/12/01/47602/Upaya-BI-dalam-Mendongkrak-Peningkatan-
Penyaluran-Kre. internet, diaksestanggal 9 Januari 2014

®http://www.bi.go.id /id /Jumkm /kredit/skim/Contents/Default.aspx, internet, diaksestanggal 30
Juli 2014
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2. untuk koperasi dalam rangka pengadaan pangan (gabah, jagung, dan kedelai) paling tinggi
sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

3. untuk kelompok tani dalam rangka pengadaan/ peremajaan peralatan, mesin, dan sarana
lain paling tinggi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Suku Bunga Kredit

1. Tebu, maksimal sebesar suku bunga penjaminan Bank (LPS) + 5%

2. Komoditas lain, maksimal sebesar suku bunga penjaminan Bank (LPS) + 6%

Suku
BungaPetani/Peternak

1. Tebu: 7% p.a.
2. Komoditas lain : 6% p.a.

(ditinjau setiap 6 bln, ditetapkan oleh Menkeu)

Jangka Waktu Kredit

Maksimal 5 tahun

Peran Pemerintah

1. Kementerian Keuangan: penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga, menunjuk Bank
Pelaksana, persetujuan plafon KKPE masing-masing Bank

2. Mentan : pembinaan dan pengendalian
3. Gubernur :pembinaan dan pengendalian
4. Bupati/Walikota : pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi

5. Dinas Teknis : mengkoordinir,memonitor, mengevaluasi penyaluran dan pemanfaatan
KKPE, menginventarisasi kelompok tani yang memerlukan KKPE, membimbing kelompok tani
dalam menyusun RDKK, menandatangani dan bertanggungjawab atas kebenaran RDKK
Kelompok Tani, membimbing dan memantau kelompok tani

Target Realisasi

Komitmen pendanaan oleh Bank : Rp 37,8 triliun

Daerah Realisasi

Sumut,Sumbar,Sumsel, Jabar, Jatim, Jateng, Bali, Sulsel, Kalsel, Papua,Riau

Bank Pelaksana

BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BCA, Bank Agroniaga, Bll, Bank CIMB Niaga, Bank
Artha Graha, BPD Sumut, BPD Sumbar, BPD Sumsel,BPD Jabar, BPD Jateng, BPD DIY, BPD
Jatim, Bank Bali, BPD Sulsel, BPD Kalsel, BPD Papua, BPD Riau

Permasalahan

1. Bank kesulitan memilih debitur yang layak
2. Debitur tidak dapat menyediakan agunan
3. Adanya batasan bahwa KKPE hanya disalurkan melalui Kelompok Tani dan/atau Koperasi.

4. KKPE tidak dapat digunakan untuk membiayai peralatan/mesin untuk penangkapan dan
budidaya ikan

b. Kredit Pengembangan Energi Nabati & Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP).

Tabel 5: Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan

Definisi

KPEN-RP adalah Kredit yang diberikan dalam rangka mendukung programpengembangan
tanaman bahan baku bahan bakar nabati dan ProgramRevitalisasi Perkebunan
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Usaha yang Dibiayai

Perluasan, rehabilitasi, dan peremajaan tanaman kelapa sawit, karet dankakao.

Jangka Waktu Proyek

2010, diusulkan diperpanjang s.d 2014

Sumber Dana

Bank Pelaksana 100%

Plafon Kredit

Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan

Suku Bunga Kredit

maksimal sebesar suku bunga penjaminan Bank (LPS) + 5%

Suku Bunga
Petani/Peternak

1. kelapa sawit dan kakao: 7% p.a.,

2.karet 6% p.a.(ditinjau setiap 6 bln, atas dasar kesepakatan Pemerintah dan BankPelaksana)

Jangka Waktu Kredit

1. kelapa sawit dan kakao 13 tahun,

2. karet 15 tahun

Peran Pemerintah

1. Bupati/Walikota cq Kepala Dinas Perkebunan menunjuk calon petanipeserta,

mengusulkan calon mitra usaha melalui Gubernur
2. Dirjen Perkebunan : penunjukan mitra usaha

3. Kementerian Keuangan: penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga,menunjuk Bank
Pelaksana

Target Realisasi

Komitmen pendanaan oleh Bank : Rp 38,60 triliun

Daerah Realisasi

Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel,Babel, Lampung, Jabar,Kalbar,
Kalteng,Kalsel,Kaltim,Sulut, Sulteng,Sulbar,Sulsel, Sultra, Maluku,Papua,Papua Barat

Bank Pelaksana

BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Agroniaga, Bll, Bank CIMBNiaga, Bank Artha
Graha, Bank Mega, BPD Sumut, BPD Sumbar, BPDSumsel, BPD Aceh, BPD Kaltim, BPD Papua,
BPD Riau

Permasalahan

1. Adanya isu-isu negatif tentang perkebunan kelapa sawit yang dianggap dapat merusak
lingkungan sehingga berkembang pemboikotan produk kelapa sawit dari Indonesia

2. Permasalahan yang terkait dengan lahan, antara lain mengenai Rencana Tata Ruang dan
Wilayah, kenaikan biaya sertifikasi lahan, lambatnya proses sertifikasi lahan, lahan sudah
tumpang tindih dengan lahan masyarakat, lahan areal proyek dikuasai pihak lain.

3. Terbatasnya jumlah perusahaan yang layak menjadi mitra (perusahaan inti)

4. Petani Peserta dan Koperasi belum ada dan belum memiliki kesepakatan yang dituangkan
dalam perjanjian kerjasama dalam hal : pembagian luas lahan, pembangunan kebun,
pemeliharaan dan mengolah TBS

5. Bank Pelaksana belum dapat menyalurkan KPEN-RP yang belum memenuhi kelengkapan
administrasi : penetapan peserta oleh Bupati; Rekomendasi calon perusahaan mitra dari
Bupati dan Gubernur; Perjanjian Kerjasama petani, koperasi, perusahaan Mitra;
Perijinan,legalitas perusahaan, ijin lokasi lahan dan feasibility study.

6. Lambatnya proses penetapan daftar nominatif petani di tingkat Kabupaten

7. Kurangnya koordinasi dinas terkait dengan Bank Pelaksana
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8. Masih kurangnya tenaga pendamping untuk membina kelompok

c. Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan kredit program yang menggunakan pola penjaminan dan

disalurkan kepada UMKM dan Koperasi yang usahanya layak dibiayai (feasible) namun belum

memenuhi

persyaratan bank (unbankable).Tujuan akhir diluncurkan Program KURadalah

meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapantenaga kerja.

Tabel 6: Kredit Usaha Rakyat

Definisi

KUR adalah Kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi yang tidaksedang menerima
Kredit/Pembiayaan dari Perbankan dan/atau yang tidaksedang menerima Kredit Program
dari Pemerintah, pada saat permohonanKredit/Pembiayaan diajukan, yang dibuktikan
dengan hasil Sistem InformasiDebitur dikecualikan untuk jenis KPR, KKB, Kartu Kredit dan
KreditKonsumtif lainnya.

Usaha yang Dibiayai

Usaha produktif

Jangka Waktu Proyek

2014

Sumber Dana

Bank Pelaksana 100%

Plafon Kredit

1. KUR Mikroplafonmaksimal Rp5.000.000,00
2. KUR Retail plafonmaksimalRp 500.000.000,00

Suku Bunga Kredit

1. KUR Mikro : 22% p.a.
2. KUR Retail : 14% p.a.

Suku Bunga
Petani/Peternak

Jangka Waktu Kredit

1. KMK maksimal 3 tahundandapatdiperpanjangmenjadi6 tahun
2. KI maksimal 5 tahundandapatdiperpanjangsampai 10 tahun

Peran Pemerintah

1. KementerianKoordinatorBidangPerekonomian : menunjukBankPelaksana

2. KementerianKeuangan : menyediakandana APBN danmembayarsubsidiuntuk 1JP

3. Kementerianteknis : Mempersiapkan UMKM danKoperasiuntukdapatdibiayaidengan KUR,
menetapkankebijakandanprioritasusahayangakanmenerimakredit,
melakukanpembinaandanpendampinganselamamasakredit,memfasilitasihubunganantara
UMKM denganpihak lain (misal :pershinti)

Target Realisasi

Rp 20 triliun per tahun

Daerah Realisasi

Seluruhpropinsi

Bank Pelaksana

BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri,13BPD (Bank DKI, Bank
Nagari, Bank JabarBanten, Bank Jateng, BPD DIY,BankJatim, Bank NTB, Bank Kalbar, BPD
Kalsel, Bank Kalteng, BankSulut, Bank Maluku dan Bank Papua)

Permasalahan

1. Sosialiasikepadamasyarakatmasihkurang

2. Sukubunga KUR masihdirasakancukuptinggi

3. KeterlambatanpembayaranklaimdariLembagaPenjamin

4. Kesulitanmencaridebitur yang sesuaidengan criteria danpersyaratan
5. Terdapat dispute terhadapbeberapaketentuan KUR.
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Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalampelaksanaan kredit program tersebut, maka Bl sebagai
mitra Pemerintah, melalui Kantor Bank Indonesia (KBI) di seluruh Propinsi mengambil langkah-langkah berikut
ini’:

a. Memberikanrekomendasikepada Pemerintah Daerah dan melakukan koordinasi dengan unsur Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD)sehingga dapat meningkatkan penyaluran kredit program di daerah.

b. bekerjasama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan KementerianKelautan dan Perikanan,
Kementerian Pertanian serta Kementerian Koperasi dan UKM. Nota Kesepahaman
tersebutmerupakan salah satu langkah konkrit Bl untuk ikut mengembangkan sektor pertanian dan
sektor kelautan dan perikanan melalui upaya yang mendorong pengembangan akses layanan
perbankan.

c. berperan aktif mendorong dan memfasilitasi Pemda dalam penyusunan dokumen perencanaan yang
merupakan rencana tindak perluasan dan peningkatan penyaluran Kredit Program, melakukan
sosialisasi bersama, menyediakan informasi calon debitur potensial, serta mendorong pembentukan
forum yang berfungsi melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran kredit program di daerah.

6.3. ASPEK LINGKUNGAN DALAM REGULASI PENANAMAN MODAL

Untuk dapat mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi yang riil dalam rangka membercepat
pembangunan ekonomi, diperlukan penanaman modal yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Saat ini,
dasar hukum mengenai penanaman modal tersebut diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan percepatan
perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh
penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara
Republik Indonesia.Tujuannya antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan
lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing
dunia usahanasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologinasional, mendorong pengembangan
ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatanekonomi riil dengan menggunakan dana
yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; danmeningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pada Pasal 3 ayat (1) diatur bahwa Penanaman modal harus diselenggarakan
berdasarkan asaskepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan
asalnegara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian;
dankeseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonominasional.

Terkait dengan lingkungan hidup, dengan demikian jelas bahwa penanaman modal juga harus dilakukan
dengan tetapmemperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.Menjaga
kelestarian lingkungan hidup menjadi tanggung jawab penanam modal (Pasal 16 huruf (d)). Terutama jika
penanam modal tersebut mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, ia wajib mengalokasikan
dana secara bertahapuntuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang
pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7http://www.rmol.co/read/2011/12/01/47602/Upaya—BI—dalam—Mendonqkrak—Peninqkatan—PenvaIuran—
Kre. internet, diaksestanggal 9 Januari 2014
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a. Namun pemerintah juga menyediakan fasilitas bagi penanam modal yang memenuhi persyaratan
dalam pasal 18, salah satunya adalah menjaga kelestarian lingkungan. Fasilitas tersebut dapat
berupa:pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu
terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu. Fasilitas inihanya
dapat diberikankepada penanaman modal baru yang merupakan industripionir, yaitu industri
yang memiliki keterkaitan vyang luas,memberi nilai tambah dan eksternalitas yang
tinggi,memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilaistrategis bagi perekonomian nasional;

b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk
keperluanproduksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, untuk penanaman modal yang
sedang berlangsung yangmelakukan penggantian mesin atau barang modallainnya;

c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan
produksi untukjangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;

d. pembebasan atau penangguhan Pajak PertambahanNilai atas impor barang modal atau mesin
atauperalatan untuk keperluan produksi yang belumdapat diproduksi di dalam negeri selama
jangka waktutertentu;penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan

e. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnyauntuk bidang usaha tertentu, pada wilayah
ataudaerah atau kawasan tertentu.

Fasilitas-fasilitas tersebut di atas hanya berlaku bagi penanaman modal asing yang sudah berbentuk
perseroanterbatas. Selain itu, pemerintah juga memberikan kemudahan pelayanan dan/atauperizinan kep ada
perusahaan penanaman modal untukmemperoleh:hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, danfasilitas
perizinan impor.

Hak atas tanah tersebut dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligusuntuk kegiatan penanaman
modal, dengan syarat:

a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangkapanjang dan terkait dengan perubahan
strukturperekenomian Indonesia yang lebih berdaya saing;

b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanamanmodal yang memerlukan pengembalian
modal dalamjangka panjang sesuai dengan jenis kegiatanpenanaman modal yang dilakukan;

c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yangluas;
penanaman modal dengan menggunakan hak atastanah negara; dan
penanaman modal vyang tidak mengganggu rasakeadilan masyarakat dan tidak
merugikankepentingan umum.

Demikian fungsi reguleren sebuah kebijakan dapat dijalankan dengan menerapkan mekanisme insentif
maupun disintentif seperti fasilitas-fasilitas yang telah disebutkan di atas.

Terkait fasilitas Pajak Penghasilan dalam UU Penanaman modal ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah (PP) No. 52 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007
tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di
Daerah-Daerah Tertentu. PP No. 52 tahun 2011 dibahas dalam sub bab Regulasi Perpajakan.

6.4. REGULASI PERPAJAKAN

UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana diubah
terakhir dengan UU Nomor 16 tahun 2009 mendefinisikan pajak adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

48| STUDI PENDANAAN INDUSTRI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN




Dengan demikian pembayaran pajak harus dipenuhi dengan tidak mendasarkan pada hak tertentu atau tidak
mengecualikan dan jika tidak dipenuhi dapat ditagih secara paksa.Hal tersebut didasarkan pada Undang-
undang yang disusun atas kesepakatan bersamaantara pemerintah dengan rakyat melalui wakilnya di DPR.

Adapun peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesiahingga saat ini adalah :

a. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009.

b. Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP)
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000.

c. Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP).

d. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

e. Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (UU PPN) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun
2009.

f.  Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB) sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994.

g. Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai (UU BM).

h. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
(UU BPHTB) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2000.

i. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009.

Pedoman pelaksanaan Undang-undang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri
Keuangan (PMK), dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Per Dirjen).

Berdasarkan otoritas yang berwenang melakukan pemungutan, pajak dibedakan menjadi:

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya berada di pemerintah pusat, seperti Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, dan;

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya berada di pemerintah daerah, misalnya
pajak hiburan, pajak restoran, PBB sektor perkotaan dan perdesaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan (BPHTB).

STRUKTUR PENERIMAAN PAJAK

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar karena mencakup 75% penerimaan negara dalam
APBN. Jenis pajak dengan kontribusi terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN). Jika dirinci secara sektoral maka akan tampak dalam Tabel Ill berikut ini.
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Tabel 7: Data Penerimaan Pajak Menurut Sektor Tahun 2008-2011

(dalam Milyar Rupiah)

TAHUN
No. LAPANGAN USAHA
2007 2008 2009 2010 2011
PERTANIAN, PETERNAKAN,

1 KEHUTANAN, DAN PERIKANAN 6,888.87 12,625 13,757 13,762 16751
Pertanian & Peternakan 15.849
Kehutanan 828.35
Perikanan 73.58
PERTAMBANGAN DAN

2 PENGGALIAN 53,260.3 67,202 44,265 29,821 36,436

3 INDUSTRI PENGOLAHAN 102,430.40 129,232 146,033 195,492 229,891

4 LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH 5,456.74 6,101 6,642 9,371 10,968

5 KONSTRUKSI 17,366.88 16,775 19,548 21,067 24,485
PERDAGANGAN, HOTEL DAN

6 RESTORAN 48,853.11 64,049 69,351 85,690 105,429
PENGANGKUTAN DAN

7 KOMUNIKASI 27,800.95 32,616 29,836 33,642 37,133

8 KEUANGAN, REAL ESTAT & JASA 66,994.39 69,533 82,173 84,201 99,842
PERSH.

9 JASA - JASA 13,371.57 13,903 18,677 22,267 24,813
KEGIATAN YANG BELUM JELAS

10 BATASANNYA 2,103.3 9,907 8,782.8 9,721 15,045.5
TOTAL 344,526.5 421,943 | 439,066.8 | 505,032.0 600,794.8

Sumber: Kementerian Keuangan

ASPEK PERPAJAKAN SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Berdasarkan data tersebut, kontribusi sektor agrikultur terhadap penerimaan pajak Indonesia adalah
terkecil ketiga setelah sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor lain yang belum jelas batasannya.

Jenis pajak yang berlaku untuk sektor kehutanan pada dasarnya tidak berbeda dengan jenis pajak yang berlaku

di sektor lain. Jenis-jenis pajak tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8: Jenis-Jenis Pajak Sektor Kehutanan Dan Perkebunan

| p | | Jenis Pajak Tarif Objek Dasar Hukum
1 PPh Wajib Pajak - 25% dan 22% (go Penghasilan yang Pasal 4 ayat (1) dan
Badan diterima/diperoleh dalam satu Pasal 17 UU PPh

public)

- 1% dari omset bagi
wajib pajak yang
peredaran usahanya
tidak melebihiRp 4,8

milyar/tahun

tahun pajak
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2 PPh Pasal 21

- Atas penghasilan s.d.
Rp 50 juta dikenai tarif
5%.

- Atas penghasilan di
atas Rp 50 juta s.d. Rp
250 juta dikenai tarif
15%.

- Atas penghasilan di
atas Rp 250 juta s.d. Rp
500 juta dikenai tarif
25%.

- Atas penghasilan di
atas Rp 500 juta dikenai
tarif 30%

Penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, atau
kegiatan dengan nama dan
dalam bentuk apa pun yang
diterima atau diperoleh Wajib
Pajak orang pribadi dalam
negeri, termasuk gaji, upah,
honorarium, bonus, dan
sejenisnya.

Pasal 4 ayat (1) dan
Pasal 17 UU PPh

3 PPh Pasal 23

2%

a. sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan
penggunaan harta, kecuali
sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan
penggunaan harta yang
telah dikenai Pajak
Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2); dan

b. imbalan sehubungan
dengan jasa teknik, jasa
manajemen, jasa
konstruksi, jasa konsultan,
dan jasa lain selain jasa
yang telah dipotong Pajak
Penghasilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 23 UU PPh

4 PPh Pasal 23

15%

a. dividen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf g;

b. bunga sebagaimana

Pasal 23 UU PPh
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dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruff;

c. royalti; dan

d. hadiah, penghargaan,
bonus, dan sejenisnya
selain yang telah dipotong
Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1)

huruf e.

5 PPh Pasal 26

20% atau tarif sesuai tax

a. dividen;

Pasal 26 UU PPh

treaty b. bungatermasuk premium
diskonto, dan imbalan
sehubungan dengan
jaminan pengembalian
utang;
c. royalti, sewa, dan
penghasilan lain
sehubungan dengan
penggunaan harta;
d. imbalan sehubungan
dengan jasa, pekerjaan,
dan kegiatan;
e. hadiah dan penghargaan;
f.  pensiun dan pembayaran
berkala lainnya;
g. premiswap dan transaksi
lindung nilai lainnya;
dan/atau
h. keuntungan karena
pembebasan utang.
6 PPh Pasal 4 ayat 5% Penghasilan dari transaksi PP 48/1994 jo. PP
(2) pengalihan harta berupa 71/2008
tanah dan/atau bangunan
7 10% Persewaan tanah dan/atau PP 29/1996 jo. PP
bangunan 5/2002
8 Pajak 10% Penyerahan Barang Kena UU No. 8 Tahun 1983

Pertambahan

Pajak/Pemanfaatan Jasa Kena

tentang PPN dan PTLL
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Nilai (PPN)

Pajak

stdtd UU No. 42 Tahun
2009

9 Pajak Bumi dan 0,5% Bumi dan/atau Bangunan, UU No. 12 Tahun 1985
Bangunan (PBB) termasuk sektor tentang Pajak Bumi
pertambangan, kehutanan, dan/atau Bangunan
perkebunan stdtd UU No 12 Tahun
1994
10 | Bea Perolehan 5% Perolehan hak atas tanah UU No 21 Tahun 1997
Hak atas Tanah dan/atau bangunan tentang Bea Perolehan
dan/atau atas Tanah dan/atau
Bangunan Bangunan stdtd UU 20
(BPHTB) Tahun 2000
11 | Bea Keluar 2%-40% Ekspor kulit dan kayu, biji PMK No.

kakao, kelapa sawit, Crude

75/PMK.011/2012

Palm Qil (CPO), dan produk
turunannya, dan bijih (raw
material atau ore) mineral.

6.5. INSENTIF FiISKAL UNTUK USAHA SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Perlakuan dana cadangan biaya penanaman kembali sebagai biaya fiskal

Agar dapat menentukan besarnya penghasilan kena pajak, Wajib Pajak badan wajib melakukan pembukuan.
Berdasarkan pembukuan tersebut, dapat diketahui besarnya omzet serta biaya-biaya yang mengurangi omzet
tersebut. Dalam konteks perpajakan, tidak semua biaya dalam akuntansi komersial dapat dibiayakan. Beban
yang tidak dapat dibiayakan ini akan dikecualikan dari penghitungan sehingga penghasilan kena pajak secara
fiskal akan bertambah.

Biaya-biaya yang tidak dapat dibiayakan diatur dalam pasal 9 UU PPh. Berdasarkan pasal tersebut, dana
cadangan tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Hal tersebut dikarenakan pajak menganggap biaya dapat
dibebankan hanya ketika beban tersebut benar-benar terealisasikan. Misalnya saja cadangan piutang tak
tertagih, cadangan tersebut tidak dapat dibiayakan kecuali piutang tersebut benar-benar tidak tertagih dan
dihapus dari neraca.

Namun, tidak semua jenis dana cadangan dikecualikan sebagai beban yang dapat dibiayakan. Pasal 9 ayat (1)
huruf ¢ UU PPh mengatur beberapa bidang usaha dengan dana cadangannya tertentu yang dapat dibiayakan.
UU PPh mengatur hal tersebut. Berdasarkan ketentuan itu, danacadangan biaya penanaman kembali untuk
usaha kehutanan dapat dibiayakan. Dana cadangan yang dimaksud adalah cadangan biaya penanaman
kembali bagi perusahaan yang diwajibkan melakukan penanaman kembali atas hutan yang telah dieksploitasi.

Hutan yang telah dieksploitasi tentu memerlukan penanganan berupa penanaman kembali untuk menjaga
kelestariannya. Dengan diperbolehkannya dana cadangan biaya penanaman kembali sebagai pengurang
penghasilan, pengusaha sektor kehutanan mendapatkan cashflow yang lebih baik karena beban pajaknya
berkurang sehingga pada akhirnya perusahaan terdorong untuk lebih banyak memupuk dana cadangan
tersebut untuk lebih menjaga kelestarian hutan.
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Insentif fiskal untuk industri di bidang tertentu dan/atau di daerah tertentu.

Untuk meningkatkan arus investasi langsung dan pemerataan pembangunan, pemerintah mengeluarkan
kebijakan untuk memberikan fasilitas PPh berupa tax allowancebagi pengusaha di bidang tertentu dan/atau di
daerah tertentu. Bidang usaha yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut merupakan bidang usaha yang
strategis dengan manfaat yang signifikan bagi perekonomian. Ketentuan yang mengaturnya adalah PP No. 1
tahun 2007 yang telah diubah terakhir kali dengan PP No. 52 tahun 2011.

Lampiran PP No. 52 tahun 2011 mencantumkan beberapa bidang usaha yang terkait dengan sektor kehutanan
maupun perkebunan. Di sektor kehutanan, bidang usaha yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut adalah
pengusahaan hutan jati, hutan pinus, hutan sonokeling, dan sebagainya, sedangkan di sektor perkebunan,
terdapat beberapa bidang usaha yang terkait dengan olahan hasil perkebunan sawit, yaitu industri minyak
goreng.

Berdasarkan PP No. 52 tahun 2011, wajib pajak badan sektor kehutanan dan perkebunan dengan bidang usaha
tersebut (yang memenuhi syarat) dapat mendapatkan keringanan PPh berupa pengurangan penghasilan netto,
penyusutan yang dipercepat, dan/atau perpanjangan jangka waktu kompensasi kerugian.
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